BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemungutan Pajak Daerah secara profesional, efektif,
efesien dan tertib administratif, serta sebagai upaya
meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada
masyarakat, perlu diatur Sistem dan Prosedur
Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Karo;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak
Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6935);

5. Peraturan. . .




Menetapkan

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor
01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor
01);

Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang , Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Karo.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenai pajak.
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Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut
Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi
dan di bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi
jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan daerahnya.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Refribusi
yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau
Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
PBB-P2 sesuai dengan Lketentuan  peraturan
perundang undangan perpajakan Daerah.

Surat Pemberitahuan Pagjak Terhutang vyang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2
vang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
Terutang.

21. Surat. . .
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan
jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak vang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yvang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu  dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKFD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat
keputusan pembetulan, atau surat keputusan
keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dan Retribusi
Daerah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I
(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

32. Pajak. ..
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Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
Reklame.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT
adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di
permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang
dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama
Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai
pedoman dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi
terkait dengan Pemungutan Pajak.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

a. terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pemungutan
Pajak;

b. terwujudnya persamaan persepsi dalam
pelaksanaan Pemungutan Pajak; dan

c. terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung
jawab dari pelaksanaaan tugas Pemungutan Pajak.

Pasal 3

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
terdiri atas:

a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT atas:

1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;

3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir, dan

5. jasa kesenian dan hiburan;

d. Pajak Reklame;
e. PAT;

f. Pajak MBLB;

g. Opsen PKB; dan
h. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h
dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Jenis. . .




(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf ¢, dan huruf f dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH
Pasal 4

(1} Sistem dan prosedur terkait dengan Pemungutan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri

atas:
a. sistem dan prosedur tata cara pemungutan
PBB-P2:
1. sistem dan prosedur tata cara pendaftaran
objek pajak;
2. sistem dan prosedur tata cara pendataan
objek pajak;
3. sistem dan prosedur tata cara penilaian objek
pajak;
4. sistem dan prosedur tata cara penetapan
PBB-P2;
5. sistem dan prosedur tata cara pengurangan
PBB-P2;
6. sistem dan prosedur tata cara pembayaran
PBB-P2;
7. sistem dan prosedur tata cara penagihan PBB-
P2; dan

8. sistem dan prosedur tata cara pencatatan
penerimaan PBB-P2.

b. sistem dan prosedur tata cara pemungutan

BPHTB:

1. sistem dan prosedur tata cara pengurusan
akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan;

2. sistem dan prosedur tata.cara pembayaran
BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau
bangunan;

3. sistem dan prosedur tata cara penelitian Surat
SSPD BPHTB,;

4. sistem dan prosedur tata cara pendaftaran
akta ke kepala kantor bidang pertanahan;

5. sistem dan prosedur tata cara pelaporan

BPHTB;
6. sistem dan prosedur tata cara penagihan
BPHTB; dan
7. sistem dan prosedur tata cara pengurangan
BPHTB;
c. sistem dan prosedur tata cara pemungutan Pajak
Daerah:

1. sistem dan prosedur tata cara pendaftaran
Pajak berdasarkan penetapan Bupati;

2. sistem. . .
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2. sistern dan prosedur tata cara pendataan
pajak:

a) Sistem dan prosedur tata cara pendataan
pajak berdasarkan penetapan bupati; dan

b) sistem dan prosedur tata cara pendataan
pajak berdasarkan penghitungan sendiri
oleh wajib pajak.

3. sistem dan prosedur tata cara penetapan
pajak:

a) sistem dan prosedur tfata cara penetapan
pajak berdasarkan penetapan Bupati; dan

b) sistem dan prosedur tata cara penetapan
pajak berdasarkan penghitungan sendiri
oleh Wajib Pajak.

4. sistem dan prosedur tata cara pembayaran
pajak;

5. sistem dan prosedur tata cara pengajuan
keberatan pajak;

6. sistem dan prosedur tata cara penagihan
pajak;

7. sistem dan prosedur tata cara pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan, dan
penghapusan afau pengurangan sanksi
administrasi; dan

8. sistem dan prosedur tata cara pengembalian
kelebihan pembayaran pajak daerah.

(2) Sistem dan prosedur Pemungutan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Karo (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor 12);

b. Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 09),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

D1tetapkan di Kabanjahe

_——Diundangkan di Kabanjahe

"'pada tanggal
SEIQ&;TARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO
TAHUN ..... NOMOR.....



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR :11 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
1. Deskripsi

Dalam prosedur pendaftaran objek pajak, Wajib Pajak merupakan
pihak yang secara aktif mendaftarkan objek pajak pada Fungsi
Pelayanan dan Konsultasi. Fungsi Pelayanan dan Konsultasi
melayani proses pendaftaran objek pajak dan seluruh berkas
pendaftaran disampaikan kepada Fungsi Pendataan, Penilajan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2. Dasar Hukum

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak Yang Terkait
a. Fungsi Pelayanan dan Konsultasi; _
b. Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
c. Petugas Pajak Daerah; dan
d. Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. Formulir Pendaftaran;
b. SPOP/LSPOP; :
¢. Tanda Terima Penyampaian SPOP/LSPOP; dan
d. Tanda Terima Pengembalian SPOP/LSPOP.
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5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. Daftar Penyampaian dan Pengembalian SPOP; dan
b. NOP.

6. Prosedur Kerja
Langkah 1
Fungsi Pelayanan dan Konsultasi mempersiapkan SPOP, Tanda
Terima Penyampaian SPOP (dua) lembar serta Tanda Terima
Pengembalian SPOP (dua ) lembar.
Langkah 2
Wajib Pajak mengambil SPOP pada Fungsi Pelayanan dan Konsultasi
dan ketika Wajib Pajak mengambil SPOP, Wajib Pajak harus
mendatangani kedua lembar Tanda Terima Penyampaian SPOP.
Lembar pertama disimpan oleh Wajib Pajak sementara lembar kedua
disimpan dalam arsip Fungsi Pelayanan dan konsultasi.
Langkah 3
Wajib Pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi Pelayanan
dan Konsultasi memberikan Tanda Terima Pengembalian SPOP
untuk ditandatangani oleh Wajib Pajak. Lembar pertama diberikan
kepada Wajib Pajak sedangkan lembar kedua disimpan dalam arsip
Fungsi Pelayanan dan Konsultasi.
Langkah 4
Fungsi Pelayanan dan konsultasi menyiapkan Daftar Penyampaian
dan Pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh
Wajib Pajak yang mendaftarkan objek pajak. Daftar ini digunakan
sebagai alat kontrol agar pengembalian SPOP yang telah diisi oleh
Wajib Pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini.
Langkah 5
Fungsi Pelayanan dan konsultasi menyerahkan SPOP yang telah diisi
kepada Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melakukan penelitian
lapangan dan merevisi SPOP tersebut, tetapi jika tidak, SPOP dapat
langsung disimpan dalam arsip serta basis data SPOP. SPOP yang
bermasalah juga disimpan dalam arsip dan basis data SPOP setelah
selesai direvisi.

7.Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari sejak permohonan
pendaftaran diterima secara lengkap.




8. BAGAN ALUR (FLOWCHARYT)

PENDAFTARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Pendaftaran Objek Pajak {1}

Wajib Pajak

Fungsi Pelayanan dan Konsultasi

Sbm Kediza lambar
; d:kmmmdm:

cldﬂéﬂ: Pajak

/

B




Pendaftaran Objek Pajak (2}

Fungs Pelayanen | Wajib Pajak | Fungsi Pendatasn, Penilaian PBB P2 dan BPHIB
dan Konsultesi

.1

wop | LSPO/PHWSPOP

NOF sesuai uruten OP yang
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II. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN OBJEK PAJAK
1. Deskripsi

Prosedur pendataan objek pajak, Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan mengumpulkan data objek pajak
secara langsung ke lapangan. Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan secara aktif melakukan berbagai hal
seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan
data-data tersebut bersama Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan
Sistem Informasi.

2. Dasar Hukum:

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:

a. Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;

b. Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi;

c. Aparat Desa/Keluruhan; dan

d. Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. SPOP/LSPOP;
b. Data Pasar;
c. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
d. Peta Blok;
e. Sket; dan
f. Peta Kelurahan.

5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak; dan
b. Sket Letak Relatif Bidang.




6. Prosedur Kerja:
Langkah 1
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke lapangan dan
mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung. Data
dan informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari
luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB, luas
tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk,
serta jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar.
Langkah 2
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut.
Rencana kerja ini digunakan untuk menyusun organisasi
pelaksanaan pengumpulan data objek pajak di lapangan. Setelah itu,
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
akan menyediakan sket, peta desa/kelurahan dan sarana
pendukung.
Langkah 3
Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data
objek pajak. Bersama dengan Ilangkah ini Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan = melakukan
pekerjaanya dengan empat alternatif untuk memperoleh data objek
pajak, yaitu:
3.1 Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan membuat sket, peta blok berdasarkan sket, peta
desa/kelurahan. Sket/peta blok ini digunakan untuk membuat
sket letak relatif bidang bidang objek pajak dan kelengkapan
administrasi. Dengan membuat sket letak relatif bidang objek
pajak dan kelengkapan administrasi, Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
dan Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan akan
memiliki Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak serta
sket letak relatif bidang. Daftar Sementara Data Objek dan
Subjek Pajak ini disimpan dalam arsip.
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan memberi Nomor Objek Pajak (NOP) terhadap
objek pajak yang didata dan juga mengidentifikasi kumpulan
objek pajak tersebut berdasarkan batas wilayah.




3.2

3.3

3.4
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Mengukur Bidang Objek Pajak

Berdasarkan sket, peta desa/kelurahan serta sket relatif bidang,
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan mengukur batas-batas objek pajak dan
menempelkan tanda NOP pada bangunan atau tanah yang
sudah diukur.

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak
yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada
wajib pajak.

Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP, kemudian
menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak
mengembalikan SPOP kepada Fungsi Pendataan, Penilaian
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mengidentifikasi Objek Pajak

Berdasarkan sket, peta desa/kelurahan serta sket relatif bidang,
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan mengidentifikasi data objek pajak dan memberi
NOP berdasarkan data tersebut.

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan mengisi objek pajak pada SPOP kemudian
memberikan SPOP yang telah diisi tersebut kepada Wajib Pajak
untuk dikonfirmasi.

Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP kemudian
menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak
mengembalikan SPOP kepada Fungsi Pendataan, Penilaian
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Memverifikasi Data Objek Pajak

Berdasarkan sket, peta desa/kelurahan serta sket relatif bidang,
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan meneliti ada atau tidaknya perubahan data
mengenai objek pajak. Jika tidak ada, Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyalin
data yang tersedia pada SPOP. Jika ada perubahan, maka
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan melakukan revisi terlebih dahulu. Setelah itu,
SPOP yang telah diisi, baik dengan data lama yang tidak
berubah maupun data baru hasil revisi, diserahkan kepada
Wajib Pajak.

Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP kemudian
menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak
mengembalikan SPOP kepada Fungsi Pendataan, Penilaian
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
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Langkah 4

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
memberikan kode ZNT (Zona Nilai Tanah) berdasarkan SPOP yang
telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini diteliti
dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP terdiri dari melengkapi
SPOP yang belum lengkap lalu mencocokkan SPOP yang sudah
lengkap dengan sket/peta blok/ZNT.

Langkah 5

Berdasarkan data pasar, Daftar Biaya Komponen Bangunan {DBKB),
peta blok, SPOP, serta net konsep sket/peta ZNT, Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meneliti data-data
masukan ini kemudian menyerahkannya kepada Fungsi Pengolahan
Data, Pelaporan dan Sistem Informasi.

Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi
menyimpan data-data ini dalam basis data dan mengembalikan
dokumen-dokumen aslinya kepada Fungsi Pendataan, Penilaian
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyiapkan
dokumen-dokumen ini dalam arsip-arsip yang sesuai.

.Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari sejak permohonan
pendaftaran diterima secara lengkap.




8. BAGAN ALUR

PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-
F2)

A.} Pendataan - Pekerjaan Persiapan

Fungsi Pendataan,Penilaian PBB P2 dan BPHTB

Dete & informesi terdirs dari }
tass wilayeh, perkivess has |
tanah yang dapat dikenakan - ~
FBB, luas tanah & elaltloan liian ata }
bangunen yang sudah » | M Pendahxl:lblf:n » Informasi Menyusun Rencana Kerja
dikenakan PEB, jumlah
peadudulk, serta jumleh WP
yang sudeh terdafter J l
Rencana Kerja
Menyedialcan Skaet, Pata ] Susunan_ 3 L.
& Searmna E m - § Menyusen Orgemisasi
Pendulamg * k_/\ N Pelalsana
Sket, Peta Aparat
Kelurahan Kehwahen B
) Deaa

A.2.a Pekerjaan Lapangan - Penyampaian dan Pemantauan Pengembalian SPOP

BPHTB Rerihomm | W0 Fajak
g Sht'&m,"ﬁmnhmsknt.] Konsep Sket _ iﬁmfsht;@:
Peta Blek melengkapi administmsi
| f
Bersamasn
Dafiar Sementara
Data Objek &  |e d""“m R;ﬁ"
Subyck FED Penilzian
. Relatif Bidang “’”'1““:"{;, & |
¥ d* - L Penflzian)
Mengidentifiloast
1 1am OP NOP », NOP
Memberi KOP L’m " SPOP SPOP
Date OF
¥ ¥ vengBer [ ;
Defier N Mengisi dan
Saatm, Menyampaikan menandatangani
TGtk SPOP dan NOP P
Suipc
0B
nor |
| spop | :
SPOP yang L2
@4— telsh diisi |« | spopyasg | | [sPoPyang
telah diisi |#]—| telsh diisi




-10-

A_2.b Pekerjaan Lapangan - Pengukuran Bidang Objek Pajak

Fungsi Pendataan,Penilaian PBB P2 dan BPHTR
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A.2.d Pekerjaan Lapangan — Verifikasi Data Objek Pajak
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A.4 Pekerjaan Kantor - Perekaman Data
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1. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENILAIAN OBJEK PBB
1. Deskripsi

Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menilai objek pajak,
baik yang didaftarkan oleh Wajib Pajak sendiri maupun yang didata.
Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini,
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
dapat menilai secara massal maupun individual.

2. Dasar Hukum

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. Peta Wilayah;
b. Peta Kelurahan;
c. Peta Blok;
d. Peta ZNT; dan
e. Data NIR.

5. Dokumen yang Dihasilkan :
a. Daftar NJOP Bangunan; dan
b. Daftar NJOP Bumi

6. Prosedur Kerja:
Untuk penilaian massal, ada tiga macam penilaian yang dapat
dilakukan, yaitu penilaian massal tanah, penilaian massal bangunan
dengan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak
standar dan juga Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek
pajak non standar.




6.1.1.

6.1.2.
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Penilaian Massal Tanah

Langkah 1

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan mempersiapkan dokumen-dokumen yang
diperlukan untuk menilai tanah secara massal. Dokumen-
dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta desa/kelurahan,
peta blok, peta ZNT, ZNT lama, data Nilai Indikasi Rata-rata
(NIR), data dari laporan Notaris/PPAT, data potensi
pengembangan wilayah serta data jenis penggunaan tanah.
Langkah 2

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan mengumpulkan data harga jual tanah untuk
menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini
digunakan untuk menentukan nilai pasar tanah per meter
persegi.

Langkah 3

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan membuat batas imajiner Zona Tanah (ZNT)
untuk membuat konsep peta ZNT dengan batas imajiner,
konsep peta ini digunakan untuk menganalisis data guna
menentukan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) setiap kode ZNT.
Langkah 4

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan membuat peta ZNT akhir yang digunakan
untuk menyiapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi.
Daftar NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP
ini digunakan sebagai salah satu komponen dalam
menghitung PBB terutang.

Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak
Standar

Langkah 1

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan membuat Volume Jenis Pekerjaan serta data
harga satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana
anggaran biaya bangunan.

Langkah 2

Setelah memiliki data biaya dasar total bangunan, Fungsi
Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan
untuk mendapatkan DBKB objek pajak standar, kemudian
DBKB yang dihasilkan diteruskan kepada Fungsi Pengolahan
Data, Pelaporan dan Sistem Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan menentukan NJOP bangunan standar. NJOP
bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP
ini digunakan sebagai salah satu komponen dalam
menghitung PBB terutang.




-15-

6.1.3 Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak Non

6.2.1

Standar

Langkah 1

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan menyusun daftar komponen utama bangunan,
nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai
komponen fasilitas bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar
nilai komponen material baangunan, serta daftar nilai
komponen fasilitas bangunan tersebut, Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
membuat DBKB objek pajak non standar.

Langkah 3

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan menentukan NJOP bangunan non standar.
NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari
tahapan ini. NJOP ini digunakan sebagai salah satu
komponen dalam menghitung PBB terutang.

Sementara itu, penilaian individual memiliki tiga jenis
pendekatan, yaitu pendekatan data pasar (untuk pasar)},
pendekatan biaya (untuk tanah dan bangunan) dan juga
pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Penilaian dengan Pendekatan Data Pasar (untuk Tanah)
Langkah 1

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan melakukan persiapan kegiatan menilai objek
pajak; membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen-
dokumen pendukung seperti SPOP dan Lembar Kerja Objek
Khusus (LKOK].

Langkah 2

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan mengumpulkan data pasar tanah dan
membandingkannya dengan objek pajak. Jika selisihnya
kurang dari 10 % terhadap NIR, Fungsi Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dan Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
menggunakan NIR sebagai dasar penetapan PBB. Namun, jika
selisihnya lebih atau sama dengan dari 10 %, Fungsi
Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan membuat rekomendasi NIR untuk penilaian
metode berikutnya.

Langkah 3

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan menentukan NJOP bumi. NJOP bumi
merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini digunakan
sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB
terutang.
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6.2.2. Penilaian dengan Pendekatan Biaya (untuk Tanah dan
Bangunan)
Langkah 1
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan
LKOK objek pajak. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan
sama dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data
pasar. Sementara itu, untuk bangunan, Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
perlu menghitung nilai perolehan baru bangunan vyang
dikurangi dengan nilai penyusutan.
Langkah 2
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan menentukan NJOP, baik untuk bumi dan
bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan
keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai
salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang.

6.2.3. Penilaian dengan Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan (untuk
Bangunan)
Langkah 1
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan melakukan penilaian objek Pajak dengan cara
menghitung atau memperkirakan seluruh pendapatan objek
pajak dalam satu tahun dikurangi dengan tingkat kekosongan
dan biaya-biaya operasi. Selanjutnya dari pendapatan bersih
objek pajak dikapitalisasikan dengan tingkat kapitalisasi
tertentu yang telah ditetapkan untuk mendapatkan NJOP.
Langkah 2
Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan menentukan NJOP Bumi dan Bangunan,
NJOP Bumi dan/atau Bangunan merupakan keluaran dari
tahap ini. NJOP ini digunakan sebagai salah satu komponen
dalam menghitung PBB terutang.

7.Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari sejak permohonan
pendaftaran diterima secara lengkap.
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8. BAGAN ALUR
PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

6.1.1 Penilaian Massal Tanah (1)

Fungsi Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB

kelurahen, Data dari Laporn
peta hilol, Notaris/PPAT




Penilaian Massal Tanah (2)
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Fungst Pendataan, Penilaian PBEB P2 dan BPHTB

data transaksi

1 Form 1 : Data
» Iﬁmengmm:u: Jual »] Transaksi Properti
Fori : Analisis |
Penentuan Nilai | Mengkompalasx dan
Pasar Wajar + Merekapitulasi Data
\_/r_\ Trunsalest
Menentukan Nilai D en e
Pasar Tanah/m’ » "
Honsep Peta ZNT Menentuken nila
yang Memilild | Membust Bates pasar banguan, nila
Imajiner |& Imajiner ZNT pasar tansh/m?, batas
\_/r_‘ imajinter ZNT serta NIR
Data -
pajalk terutang
den
Data NIR men; el
komputer
Membuat peta Menyinpkan Daftar NJOP
ZNT Akhir NJOP Bums Bumt

6.1.2 Penilaian Massal Bangunan - Penyusunan DBKB Objek Pajak Standar

Daftar JPB

Menghitung Valume Seliap Jenis/Iten
Pekerjran untulk Setiap Model

Bangunan, Mengumpulkan Data Upah

Volume Jenis

Pekerja & Harga Bahan Bangunan

Y

Pelkzerjaan

Mengannlisizc Data
Upah dan Harga Bahan
Bangunan Wajar
Data Harga i
£ N Rencana .| Data Biaya Dasgar
Satuan Pekerjnan > Menmﬂ?nam aganan *! Total Bangunan
f 3
Menghitung biaya dasar keselurchan
bangunan terdirz dari kegiatan N N
mengelompoklmn biaya dasar ke dalam Menghitung Biaya Dasar
- NJOP i komponen ut ama, material & fasilitas, Keseluruhen Bangunan
digunalen untuk * men biaya pnen, I,:z;%:; p
mﬂnshlpt::;lai Egm dangan 1?1.;15 bangunan & ‘
jumlah d sefiap komponsn  { Bi Dasar |.
terutang dengan ! Mmgmhhkan Hap bmya komponen J Kgﬂﬂmnm ‘
mmmukmn nalcan Bangmman
Daftar NJOP Menentulkan - DBKB OP Mensubstitusilkkan Frkto
Bangonan NJOP Bangunan {4 Standar < Falctor Peny T
—__——
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6.1.3 Penilaian Massal - Penyusunan DBKB Objek Non Standar

Fungsi Pendataan, Penilaian PEB P2 dan BPHTB

[ 4 EKomponen
Menentukan Kompanen Objek Pajﬁ;aicnr%l.}ﬂnian
Bangunan Standar ada t{'}a, yaitu
Komponen Utama,
1 Komponen Material &
Komponen Fasilitas
Dafiar Kenponen
Bangunan
¥ ¥
Menghitung Nilai Menghitung Nilai Menghitung Nilai
Komponen Utama, Komponen Material Komponen Fasilitas
Bangunan Bangunan Bangunan
k2 ¥ ¥
Daftar Nilal Kom Daftar Nilei Ko:
Doftar Nitai Eomponen o ponen ey mponen
Memhoat DEKB
Daftar NJOP ini
v ? ety untule
menghitung Jumlah
DBKB Pa_]ak Terutan
dengan mengpu
\_’(—\ Komputer
NJOP Bangunan
ditentukan dan*n . Menghifung NJOP Daftar NJOP
cara Nilai DBKSB Total < Bangunan > Bangunan
dilturangi Penyusutan
\—f_\

6.2.1 Penilaian Individual - Pendekatan Data Pasar (untuk Tanah)

Fungsi Pendatasn, Penilaian PBB P2 dan BPHTB

Menvyiapkan SPOP
LI_{’SK?Rancgna Melakukan Persiapan Berdasarkan
Kerj & data lainnya dokumen-dokumen yang diperlukan
yang dipertukan
|
v *
le;:amnﬂm-l{: nr_;a. Dokumen
pendulkung
L3
Mengumpullcan
Data Pasar Tanah
v
Data Pasar

Data NJOP ini Membandinglkan
ai 1 OF & Hargn Pasar
untuk 1
menghitung v
jumlah pajalk ilai
terutang dengan gaAn.
menggunakan 10% ‘terhndap NIR
komputer

Menpggunakan NIR sebapgal
Dasar Fenetapan

Menggunakan Rekomendasi

¥y
Daftar NJOP
Bumi

NIR
[ 3
Rekomendasi
NIR
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6.2.2 Penilaian Individual - Pendekatan Biaya (untuk Tanah dan Bangunan)

Fungsi Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB

menggunakan Komputer

SPOP w
\/
‘ LEKOK ‘
L4 v
Meniled Bangunan dengan . .
Menghitung Nilai Perolehan Baru < M;;nlﬂll&diﬂ:ﬁ! I?:g:rl’t;s paarda
Bangunan dikurangi Penyusutan
Bangunan Bumi
untuk menghitung Jumlah
Pajak Terotang dengan
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6.2.3 Inilaian Individual - Pendekatan Kapitalisasi Fendapatan

Fungsi Pendatasn, Penilaian PEB P2 dann BPHTB
Mengumpnlian Data »| | Eumpulzn Data lapaten d
yeng dipectuken » Pm%ﬁh@m?m
. e
DatatedisideiData \
Sexz Set2inp. Data Ty m
¥ Data Biaya Operasi Setelur, Data Tinghat
Kapitalisasi. Peaguseha (Untuk Pesgaalam)
Ya ;
Menghitun,
' — - P S,
‘ Pendal S!d;.':: Menentukan Tt i
v Sewa psongen Setahun,
T M D!;‘ig:&PKmm’amn
Melekukan fotor Efchit S
Ragitdliasi Pendapatan Meakukm ‘ (ﬂﬂﬁfﬁbﬁ&n
Menghi Kepitalisasi Pendapatan ﬂm ndﬁ:xlgndmi
,r Penlnpatan K J : “&’"- hitung
Fotensial Setahun, 1 Biapa Operasi Setahun,
Menentakan T Menghituag Eemntungan
songan § 4 Bersih Setehun, Menghitung
Menghitun Nilei Sewa Kotor Setabun,
H apatan Kator } Daftar NJOP Menghitung Biaya Operast
Efekeif Setzhyn. Bangunan Loy, Menghituny
ki Seteln. Daftar NJOP nya. Menghitung
Opsans Sz, Ban Sewa Bersih Setahun,
l[mghimn Milas Sewn EHDAD Menghitung Nila OP
erch Setahn, Dafter NIOPici
\ Mmg]ﬂnngﬁlmﬁ?i digmakan utk
Tew
Jumizh Pajok
Terutang dengan
mertgginakan
Komputer
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IV. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENETAPAN PBB
1. Deskripsi
Prosedur penetapan ini mencakup tahapan Fungsi Penetapan dan
Verifikasi dalam mencetak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Dalam proses distribusi
SPPT, Fungsi Penetapan dan Verifikasi dibantu oleh petugas
pemungut tingkat kecamatan dan petugas pemungut tingkat
desa/kelurahan. Disamping itu, prosedur ini juga mencakup proses
keberatan yang mungkin diajukan oleh wajib pajak.

2. Dasar Hukum

a.

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935};

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Fungsi Penetapan dan Verifikasi;
b. Fungsi Pelayanan dan Konsultasi;
c. Fungsi Penyuluhan dan Keberatan;
d. Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan;
e. Petugas Pemungut,;
f. Kepala Bapenda; dan
g. Wajib Pajak;

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. SPOP;
b. DHKP:
c. SPPT;
d. DBKB; dan
e. Peta Blok
5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. SPPT; dan
b. SKPD;




-23 -

6. Prosedur Kerja:
Langkah 1 .
Fungsi Penetapan dan Verifikasi mencetak Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT}, serta dua lembar Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, dan
net konsep sket/peta ZNT yang diperoleh dari Fungsi Pengolahan
Data, Pelaporan dan Sistem Informasi.
Langkah 2
Fungsi Penetapan dan Verifikasi menyampaikan SPPT serta DHKP
kepada wajib pajak melalui petugas pemungut di kecamatan,
Langkah 3
Wajib Pajak yang merasa keberatan dengan jumlah pajak terutang
mengajukan keberatan dengan cara menyerahkan surat keberatan,
SPPT/Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)} serta bukti pendukung
yang diperlukan kepada Fungsi Pelayanan dan Konsultasi.
Langkah 4
Fungsi Pelayanan dan Konsultasi memverifikasi kebenaran surat
keberatan, SPPT/Surat Keberatan Pajak Daerah (SKPD) serta bukti
pendukung yang diserahkan oleh Wajib Pajak. Jika sesuai dan
memenuhi persyaratan, surat keberatan serta bukti pendukung
tersebut akan diteruskan kepada Fungsi Penyuluhan dan
Keberatan /Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan.
Langkah 5
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan memeriksa surat keberatan, SPPT/Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) serta bukti pendukung. Jika dapat diproses
lebih lanjut, Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan
dan Pemeriksaan akan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan
memberikannya kepada Kepala Bapenda.
Langkah 6
Kepala Bapenda membuat Surat Keputusan berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan dan menyerahkan kepada Pelayanan dan
Konsultasi untuk diteruskan kepada Wajib Pajak.

7. Jangka waktu Penyelesaian 1 (satu) hari sejak permohonan diterima
Fungsi Penetapan dan Verifikasi




8. BAGAN ALUR
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PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKQOTAAN (PBB-P2)

Pencetakan dan Penyampaian SPPT

Fungsi Fungsi Penetapan dan Verifikasi | Petugas Wajib Pajak
Pengolahan Data, Pemungut
Pelaporan dan
Sistem Informasi
Data Pasar
Data
Pasar
-..___/-__
([ :I DBEKB
DBKB »
\_J L
R
Pata »
S
-..___/-__
C q ] sropP
\SPO_PJ :
.
Jumiah
Pajnk
terutang di
SPPT
dihitorng
Not Konsep zm:;m
» Sket/Peta 1 compu
Nat di prosecd
Konsep ZNT asedar
Sket/Peta
ZNT
Mencatalc SPPT dan
DHEP
SPPT DHEP DHKP
{2) Lembar {(Lembar 1)
l SPPT [ seer

L A
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Pengajuan Keberatan
. . . Pungsi Penyuluhan
Wajib Pajak Fungsi pelayanan dan Keberatan/Fungsi Kepala Bapenda
dan Konsultasi Pengawasan dan
Pemesiksaan
Surat
| Keberatan
SPPT/SKPD)
Melakukan BA
Verifikasi | Pemmeriksaan
Kebenaran Data \-/l"_\
P—  Membnuat BA
Surat i
Keberatan |« g Apaksh Data Kepuu*ffsan Pemeriksaan
Sesuai
. Bukti Surat
Pendukung Keputusan |
S of
Melakulcan
Pemeriksaan
Surat | Surat
Keputusan | Keput o
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V. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENGURANGAN PBB
1. Deskripsi

Prosedur pengurangan PBB merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan atas pengajuan pengurangan PBB terutang dari Wajib
Pajak. Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan memeriksa surat permohonan pengajuan pengurangan
PBB beserta data pendukung terkait dengan objek pajak. Pemberian
pengurangan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati yang
mengatur kriteria dan kategori pengurangan.

2. Dasar Hukum:

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Fungsi Pelayanan dan Konsultasi;
b. Fungsi Keberatan dan Penyuluhan;
c. Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan; dan
d. Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
Surat Permohonan Pengajuan Pengurangan PBB;

5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. Tanda Terima Pengajuan Pengurangan PBB
b. Berita Acara Pemeriksaan; dan
¢. Surat Keputusan Pengurangan.

6. Prosedur Kerja
Langkah 1
Wajib Pajak menyerahkan Surat Permohonan Pengajuan
Pengurangan PBB beserta data pendukung kepada Fungsi Pelayanan
dan Konsultasi.
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Langkah 2

Fungsi Pelayanan dan Konsultasi memverifikasi Surat Permohonan
Pengajuan Pengurangan PBB beserta data pendukung yang
diserahkan oleh Wajib Pajak. Jika sesuai dan dapat diproses, Fungsi
Pelayanan dan Konsultasi menerbitkan tanda terima pengajuan
pengurangan PBB dan surat permohonan pengajuan pengurangan
PBB beserta data pendukung tersebut diteruskan kepada Fungsi
Penyuluhan dan Keberatan /Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
Langkah 3

Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan memeriksa surat permohonan pengajuan pengurangan
PBB beserta data pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut,
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan

Pemeriksaan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan
disampaikan kepada Kepala Bapenda.
Langkah 4

Kepala Bapenda membuat Surat Keputusan berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan dan diserahkan kepada Fungsi Pelayanan dan
Konsultasi untuk diteruskan kepada Wajib Pajak.

.Jangka waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari sejak permohonan
pengurangan diterima Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi
Pengawasan dan Pemeriksaan.
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VI. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN PBB
1. Deskripsi ‘
Prosedur pembayaran PBB ini menjabarkan alternatif cara
pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu melalui
Bank Persepsi atau petugas pemungut.

2. Dasar Hukum

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

¢. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Bank Persepsi;
b. Badan Pendapatan Daerah.
c. Petugas Pemungut; dan
d. Wajib Pajak;

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. SPPT: dan
b. Buku Penerimaan dan Penyetoran PBB.

5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. Bukti Pembayaran,;
b. Daftar Realisasi;

6. Prosedur Kerja:

Terdapat dua tempat pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh Wajib

Pajak, yvaitu Petugas Pemungut atau Bank Persepsi.

6.1. Pembayaran PBB Pada Bank Persepsi
Langkah 1
Bank Persepsi melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan
oleh Wajib Pajak atau Petugas Pemungut dengan mencocokkan
data Wajib Pajak.
Langkah 2
Bank Persepsi melakukan pencatatan PBB yang telah diterima
baik dalam Daftar Realisasi serta Buku Penerimaan dan
Penyetoran PBB.




-29.

Langkah 3
Bank Persepsi menyampaikan laporan penerimaan PBB yang
telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau Petugas Pemungut
kepada Bapenda.
Langkah 4
Bapenda menghimpun dan membukukan seluruh penerimaan
PBB.

6.2. Pembayaran PBB Pada Petugas Pemungut.
Langkah 1
Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB kepada Petugas
Pemungut dengan menerima Surat Setoran Pajak Daerah dari
petugas.
Langkah 2
Petugas Pemungut menyetorkan hasil pungutan pembayaran
PBB dari Wajib Pajak kepada Bank Persepsi.
Langkah 3
Petugas Pemungut menyerahkan STS dari Bank kepada Wajib
Pajak.

7. Jangka waktu Penyelesaian 1 (satu) jam.
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8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PEMBAYARAN PBB

6.1 Pembayaran PBB ke Bank Persepsi

Wajib Pajak Bank Persepsi
SPPT SPFT Melalmlcm Veriflm=i
l > . mencocokken Data WP
A J :
Menystorkan ke |
Kas Bank |
¥

| STS 3 Lembar
e
STS ’ TS STS STS
{Lembar 1) (Lembar 1) (Lembar 2) {Lembar 3
——.__./-——-_

D:serakg;an M R
B I! E . Penyetoran

Penerimean I
v v
Daftar
.. Bulm:
Realizasi Penerimean dan
Penyetoran
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6.2 Pembayaran PBB ke Petugas Pemungut

- Wajib Pajak Petugas Peomungut Bank Persepsi
] ‘SPPT * Daftar ‘| Malaiukan Veriikasi,
- Pemboyoran Mencocokinn Dato WP
) FBB
h 4
Mencocokkan Data WP | 7 M’m:yatnﬂmn
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T 5TS
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v
Daftar
Pembayaren
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e — Diserahkan .
¥ Bendahara Penyetoran
Mongembalikan - SSPD Penerimann
SSPD > i | 1
Daftar (-
: SSPD Realiza | dan Penyetoran
ditokar =i
dengan STS
S5 ) 5TS
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VII. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENAGIHAN PBB
1. Deskripsi
Prosedur penagihan PBB dilaksanakan apabila Wajib Pajak
terlambat membayar PBB dan/atau membayar dengan jumlah yang
kurang. Fungsi Penagihan dan Penindakan dapat memproses
penagihan dengan menggunakan dokumen-dokumen berupa Surat
Tagihan Pajak (STP), Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

2. Dasar Hukum

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak Yang Terkait
a. Kepala Fungsi Penagihan dan Penindakan;
b. Kepala Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi;
dan
c. Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
Daftar Tunggakan PBB.

5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. Surat Tagihan Pajak;
b. Surat Teguran; dan
c. Surat Paksa.

6. Prosedur Kerja

Langkah 1

Fungsi Penagihan dan Penindakan meminta daftar Tunggakan PBB
kepada Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi
untuk diteliti sebagai dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak / STP 2
(dua) lembar.

Langkah 2

Fungsi Penagihan dan Penindakan menerbitkan STP 2 (dua) lembar.
Lembar pertama diserahkan kepada Wajib Pajak dan lembar kedua
sebagai arsip.
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Langkah 3

Wajib Pajak melakukan penyetoran berdasarkan STP dan secara
otomatis akan memperbaharui Daftar Tunggakan yang dimiliki
Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi.

Langkah 4

Jika Wajib Pajak tetap tidak melunasi kewajibannya maka Fungsi
Penagihan dan Penindakan menerbitkan Surat Teguran. Lembar
pertama disampaikan kepada Wajib Pajak, lembar kedua sebagai
arsip.

Langkah 5

Wajib Pajak setelah menerima Surat Teguran melakukan penyetoran
yang secara otomatis akan memperbarui Daftar Tunggakan FBB
yang dimiliki oleh Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem
Informasi. Jika Wajib Pajak tetap tidak membayar, Fungsi Penagihan
dan Penindakan akan menerbitkan Surat Paksa.

Langkah 6

Fungsi Penagihan dan Penindakan menerbitkan Surat Paksa bagi
Wajib Pajak yang belum juga membayarkan PBB terutang. Lembar
pertama disampaikan kepada Wajib Pajak, lembar kedua sebagai
arsip.

Langkah 7

Wajib Pajak setelah menerima Surat Paksa melakukan penyetoran
PBB yang secara otomatis memperbarui Daftar Tunggakan PBB yang
dimiliki oleh Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem
Informasi. Jika Wajib Pajak tetap tidak membayar, Fungsi Penagihan
dan Penindakan akan menindaklanjutinya dengan tindakan berupa
penyitaan, pelelangan aset Wajib Pajak, dan lain-lain sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

.Jangka waktu Penyelesaian adalah penerbitan Surat Teguran
Pertama setelah 7 [(tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti Surat teguran pertama
diterbitkan Surat teguran kedua sefelah 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya Surat teguran pertama.

Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh
Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kalender sejak tanggal disampaikannya Surat
Teguran.




8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PENAGIHAN PBB

Penagihan (1)
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Fembayaran ini
memperbarai
Daftar

{ Rmpggplan PEB

Fungsi
Wajib Pajak Fungsi Penagihan dan Penindakan Pengolahan
Data
Daftar
Meminta Daftar Tunggalkan
Tunggalan PBR
Daftar - ]
Tunggalkan
f ) PBB
Surat Tagthan Pajak
diberikan kepada
R WP yanglumng  »
membayar/ titak Mensliti Daftar Tonggaican &
membayar PBB 6 Menerbitlkan Surat Tagihan
bulan setelah jatnh Pajak
tempo di sppt / 1
Surat Tagihan St
1Al H
ek " \tem
42 Lembar} °
[suxat Tegihar Surat Teguran
Melunasi PBB Tidal | Menexbitkan | | (2 Lembax) | | diberikan kepada
" Surat Teguran WP yang kurang
membayar/tidak
N ] membayar PBB
Ya setelah jatuh
l tempo di SLP
Melalulcan
Penyetoran PBB Surat Teguran
{Lambar 1}
h 4
Surat Tagiban
(2 Lembar)
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Penagihan (2)
Wajib Pajak Fungsi Penagihan dan Perindakan
{ Surat Teguran
(Lembar 2)
r A
Surat Paksa Diberikan
Kepada WP yang Kurang
Membayar/ Tidak
Menerbitkan Membayar PBB Setelah )
Melunasi PBB Tidak »] Surat Paksa Jatuh Tempo Di Surat
(2 lembar) Teguran
1 ’
Ya
1 ,
Melakukan ‘[ 1]
Penyetoran PBB ‘ : ‘
Surat Peksa Surat Paksa \ amie sy
- (Lembar 1) (Lembar 2)
Memperbarui
Daftar
Tmnggakan PBB ' ;
X | Tindak
Lanjut
Melakukan . Menindaklanjuti Dﬂé]kuky:; &
Penyetoran [¢—Ya Melunasi PBB _>rideak— WP Terkait { bisa berupa |
PBB Pelelangan
Aset WP, dll
. . ' !
Pembayaran ini
Memperbarui
Daftar
Tuanggakan PBB
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VIII. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENCATATAN PENERIMAAN
PBB
1. Deskripsi
Dalam prosedur pencatatan penerimaan PBB ini, semua penerimaan
PBB dilaporkan kepada Bendahara Penerimaan sebagai dasar
menyusun  Laporan  Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Penerimaan dan disampaikan kepada Kepala Bapenda.

2. Dasar Hukum

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak Yang Terkait
a. Kepala Bapenda;
b. Bendahara Penerimaan,
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan
d. Tempat pembayaran PBB.

4, Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. Surat Tanda Setoran (STS); dan
b. Nota Debet

5. Dokumen yang Dihasilkan:
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);

6. Prosedur Kerja
Langkah 1
Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan atas pembayaran
PBB berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) lembar kedua disertai
nota debet.
Langkah 2
Bendahara Penerimaan menyusun LPJ berdasarkan pencatatan atas
pembayaran PBB dua rangkap. Lembar pertama diserahkan kepada
PPK untuk diverifikasi, lembar kedua sebagai arsip.
Langkah 3
PPK melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan (rangkap
pertama), serta STS (lembar Kedua) dari Bendahara Penerimaan
kemudian diserahkan kepada Kepala Bapenda untuk disahkan.
Langkah 4
Kepala Bapenda melakukan pengesahan atas LPJ yang telah
diverifikasi dan dikembalikan kepada PPK. Selanjutnya PPK
melakukan dalam Pencatatan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah /SIPD.

7. Jangka waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari sejak Surat Tanda Setoran
(STS) dan nota debet diterima dari Bank.
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8. BAGAN ALUR (FLOWCHARYT)
PENCATATAN PENERIMAAN PBB

Pelaporan Bendahara Penerimaan

Tempat 1
Pembayaran Bendahara Penerimaan PPK Kepala Bapenda
PBB
1
|
STS (Ranekao X I
5TS |
{Lembar 2) (Lembar 2 Nota Debet |
’-_.__./_
Nota Debet I
e Dhatiet STS (lembar 2)
Melakukan Verifikasi ‘
|
v |
J Bendahara Penenma
(Rangicap ke 1)
Nota Debet Melalukan
Pengesahan
Penutupan STS (Lembar 2)
A h 4
r ‘%‘L:':m Prristtin P.J Bendahara Penenmaan
(Rangikap ke 2} Pencammn Hisigpic Nota Debet
Buku Penenmaan| Dalam SIPD Nota Debet )
dan Penyetoran STS Qembar 2)
N STS (Lembar 2)
|
Laporan Realisasi PBB
Petugas Tempat Bendahara Fungsi pengolahan Data, pelaporan dan Sistem
Pemungut Pembayaran Penerimaan Informasi
Daftar Dafiar Realisas: LPJ Bendaham J' LPJ Bendahnra
Pembayaran Penerimaan ' Penenmaan
| Dafr
Pembayaran
Dafiar Realisas:
‘ - f
i AL ‘
‘ Laporan Realisas: |
mhk“kun Penermaan PEB |
| Rekonsiliasi |
1
r r h 4 }
i{ Daftar Daftar Daftar LPJ Bendanara ‘
| Pembayaran Reahsasn Pembayaran Penenmaan ‘
|
|
[
1
| |
Semua update data dunformasikan kepada Subbidang |
Pengolahan Data, pelaporan dan Sistem Informas: |
|
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR :11 TAHUN 2026
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN BPHTB

I. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1. Deskripsi

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai
dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan oleh Wgjib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau
bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak
yvang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa
kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek
dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

2. Dasar Hukum

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 6847);

¢. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tzhun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Wajib Pajak;
b. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
c. Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
d. Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
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4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. SSPD BPHTB;
b. Permohonan Pengurusan Akta; dan
c. Dokumen Pemindahan Hak atas Kepemilikan Tanah dan/atau
Bangunan.

5. Dokumen yang Dihasilkan:
Draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan.

6. Prosedur Kerja:
Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan)
menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah
terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah
pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli,
surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan
telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau
bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen
pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib
Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akia kepada PPAT
dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permchonan
pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa
kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen
pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan
permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor
Bidang Pertanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan
pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang
Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak
dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor
Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan
pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.
Langkah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak
atas tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT.
PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Langkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Badan
Pendapatan Daerah.
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Langkah 7
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak
terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT
kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke
dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah
mencantumkan seluruh informasi yang dibutubkan, PPAT lalu
menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6
lembar, dengan perincian sebagai berikut:
= Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
= Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
* Jembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran.
* Lembar 4:
Untuk Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB,
*» Lembar 5:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
* Lembar 6:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan
kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.
Langkah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi
kepada Wajib Pajak.
Langkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah
diisi dari PPAT.

.Jangka waktu Penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja sejak
permohonan pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan diterima secara lengkap
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ,
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN e 1
( SSPD-BPHTB ) Untuk Wajib Pajak
BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERIT AHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN (SPOP PEB) .

Badan Pendapatan Daerah
PERHATIAN: Baca bk petunjuk p engisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahuly.

] N

A, Kekrahan/Desa: 5. RIRW: 6 Kocamatan:
7. Kabupatenf{cta: 8. Kods Pos:

B. 1. Nomor Objsk Pajok IOF) PEB: | 1 111 R ]

2. Letak isnsh dan afau bangunan:

A 1, NamaWafib Pajak
2 NPWP:

3. Alznal Wajb Pajak:

3. KelrahanDesa: 4. ATRW:
5. Kecamalan: 6. Kabupaten/Kuta:
Penght ingan NJOP PBB:
Uratan b N Luasx MJOP PEB /2
Lisil d 135X
{ Disiluas ﬂﬁy‘wgﬁu}mmww
Tanah { bumi 7 I 9 I
( ) m? Bp " Re angka Trangks$
Bargunan 8 10 12 .
| L Rp h gk 8 ¢ angkn 10
NJOPPBB: 13 Rp —_ |
s, T T F T X7
15. Jenisperclehan hak e as tanah dan atau bangunan: D:l 14. Harga transeksi / Nilai pasar: ] Rp ]
18, Nomnor Satifkat @
C. AKUMULASI NILAI PERCLEHAN HAK SEBELUMNYA | Rp
D. PENGHITUNGAN BPHTB( Hanyadiid peaghingan Wb Pepk )
1. Niki Perclehan Chiek Pajak { NFOP ) memperhatitan nial pada B8.13,, B 14, danC 1t ™ Rp
2. Nilai Perolehan Cbiek Pajak Tidsk Kena Pajak{ NPOPTKP } memperhatikan nfal pada C 2 b Rp
3. Nilai Perolahan Chjek Pajak Kana Pajak { NPOPKP ) aplaf-aga? |3 B Rp
4. Bea Pesclehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang Fexengad {4 P Rp

E. -Juniah Seforan kerdasazanr
[ 2 Pengbitungan Wajb Pajak
] b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR ! SKPDB

KURANG BAYAR TAMBAHAN *} Nomer; Tanggat
E & Pengurangan cEhitung sendiri menjadi: | % berdasar PEratiuran KDH NOT v eweuuss ivssarsssssessossnassesns s s i
R
JUMLAH YANGIHSETOR (e jay {dergan
[Re |
(berdasaianpetitngen 04 dan piltend! £}
"} Comtyang fokk perts
.............. 3+ N MENGETAHUIL DITERIMA OLEH: Tehh Diveclikast
waug PAJAKI PENYETOR PPATINOTARB TEMPAT PEMBAYARAN BPHIB Badan Pendapatan Daerah
Tanggalk .o rcsisimiman
HNama bngkzp dan tanda tangm lhnllmdm,ltumd.dm‘—‘ bn Rl enghap, dezpel, dan tanda tangan
DB it |.r SR, )
s [ | r“u T
petngas DPPKAD \?gﬁ w = e
&Nogggs b ;§sl I |§§« e [

Lembar 36— Kepala Kartor Bidary Pertanahen
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ’
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANBANGUNAN  1orper 2
( SSPD-BPHTB ) Untuk PPAT/Notaris
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUM DAN BANGUNAN {SPOP PER) :

Badan Pendapatan Daerah
PERHATIAN: Bacalah p etunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahul:,

A 1. NamaWalib Pajak I I , ‘ | l
2. NPWP:

II [

3. Alzmat Wajb Pajak:
4. KoknshanDesa 5. RTAW: 8 Xocematan:

7. Kebupaten/iota: B. Kods Pos:

B 1. Nomor Objsk Pajak NOP) PEs: | RN [T | [

2. Lotak tanah dan atau bangunan;
3. KelrahanDasa; 4. R/RN:
6. Kecamatan: 6, Kabupaten/Kota;

Fanghiungan NJOP PRB:

Luas NJOP PER/ m?

U :
ralan (Dluruulm{:’,n‘.%b’:&nmmy:q Luasx NJOP FBB/ i

Tanah { bumi) 7 m2 "iro snghe Txanghad

12)Rp
NJOPPBB: 13 Rp

angie By drgha 10

Bangusnan 8 | it

wrsrmmrmimnmsnnioms 08 gh& 11+ BUGKE 12

15, Jenis perolehan hak &as tznah dan atau bangunan; Dj 14, Harga lransaksi / Nilaj pasar. | Rp I

16. Nomor Serifkat :

C. AKUMULASENILA] PERCLEHAN HAK SEBELUMNYA | Rp

D. PENGHITUNGAN BPHTB( Hanya diid bardaserkan penghi Vigh Papk)
1. Nilai Perckhan Cbjek Pajak (NPOP ) memperhaliken nlal padaB.13., B.14, danC 1P Rp
2. Nibi Perolehan Chjek Pajak Tidak Kena Pejak{ NPOPTKP } tamperhatikan niai pada ¢ 2 Ry
3. Nilai Perolehan Cbjek Pajak Kana Pajak ( NPOPKP ) aglat-anga?|3 B Rp
4. Bea Porolghan Hek alas Tanah dzn Bangunan yang tentang Fexengad |4 B Rp

E Jundah Seforan terdasarkan
[ a PenghitunganWajb Pajek .

b. STPD BPHTB! SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor; Tangoat

I: ¢ Pengurangan dikituny sendifi menjadi; | % bordasar PErairan KDH N0 ..o.eueoeauees s vos s svseossssessse sosertmen sens

I WP

JUMLAH YANG DISETOR iengamangkal

[Fe

{berdasaikan petitingan Df dan pllhen A E)
*) Corelyang lmkpsm

......................................... MENGETAHUN: DITERIMA OLEH: ‘Teiah Diver Tikast
WAJIB PAJAK TPENYETOR PPAT! NOTARSS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Badan Pendapatan Daerah
Tanggal: cercorerreserrees

Nema Wzgkag dn lands tangan lelmdup. stempeldmma Imnm N.mlludw dempd Mlmdllt‘vn Nema lenghep, llempel. dantandatangan
T s = T ST gy
Hanys disi olsh 3 4
e, () ' | | % e
HE NN WA e

Hop

Ismber 36 — Kepala K antor Bdang Partanahan
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PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib
Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT,
Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten /Kota;
Lembar keempat diterima Fungsi Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTR
melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk; dan
Lembar keenam diterima Bendahara Penerimaan.

Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu
pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN:
HURUF A Diisi dengan data WP

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau

bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum
dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang
bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau
bangunan yang haknya diperoleh.

Angka 7 s.d angka 13  Merupakan tabel untuk penghitungan
NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh
angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya
perolehan

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBRB
angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat Keterangan NJOP
PBB yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Karo

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga
transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek
tersebut.

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan
bangunan sebagai berikut:

Jenis Kode | Jenis Perolehan Hak | Kode Jenis Perolehan Hak Kode
Perolehan Hak
Pemindahan -Pemasukan dalam | 06 |-Pemekaran Usaha 12
Hak perseroan /badan -Hadiah 13
- Jual Beli 01 hukum lainnya -Perolehan hak Rumah 14
- Tukar 02 |-Pemisahan hak yang| 07 | Sederhana Sehat dan
Menukar mengakibatkan RSS melalui KPR
- Hibah 03 | peralihan bersubsidi *}
- Hibah 04 |-Penunjukan pemberi -Pemberian hak baru 15
Wasiat dalam lelang 08 |-Pemberian hak baru 16
- Waris 05 |-Pelaksanaan putusan sebagai kelanjutan
hakim yang pelepasan hak
mempunyai kekuatan | 09 | -Pemberian hak baru 17
hukum tetap diluar pelepasan hak
-Penggabungan usaha | 10
-Pelebaran usaha 11
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*) Dalam hal Perclehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau
bangunan bersangkutan.

HURUF C Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah
diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini, dapat
digunakan lembar tambahan untuk menunjukkan detail
perhitungan.

HURUF D Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan

Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan

STB/SKBKB. SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan

huruf D.d huruf C tidak perlu diisi

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga
transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B
angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak
diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP
diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13.
Dalam hal WP yang bersangkutan pernah menerima
peralihan hak, maka angka NPOP ini harus
mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi
sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP
dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk
Kabupaten/Kota yang bersangkutan, ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP {angka 3)
dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal .... Perda No.
... Tahun ...... )

HURUF E Diisi dengan memberi tanda “X” pada kotak yang sesuai dengan

dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan
di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak
Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB),
atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)}

Huruf ¢. jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan
pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf
C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Huruf d. jika terdapat dasar/ ketentuan lain selain huruf a, huruf b,
dan huruf ¢, seperti setoran berdasarkan SK
Pembetulan/SK Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan
lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
berbeda dengan yang tertera di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan
pilihan pada HURUF E.
o Jika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4.
o Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di
E-b
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e Jika E-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan
prosentase yang dinyatakan di E-c

e Jika E-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di
E-d
Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf
(pada bagian yang diarsiz).

Catatan Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil {nol), maka WP
tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan “NIHIL”
pada bagian JUMLAH SETORAN. SSPD BPHTB nihil cukup
diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang
telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk /
Bendahara Penerimaan).
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8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Wajib Pajak : . . ‘ Kepala Kantor Bidang
Selaku Penerima Hak Pejabat Pembuat Akfa Tanah : Pertanal
Mengurus pucchan Percshen Hak tas
» Tanah dan
dm[m[;ﬁmh Beagun faas
Memeriksa .dn.tn terkait
objekc pajak ke Kepala
Kanter Bidang
Pertnoahan
A
Menyediakan data
yang dibutuhlan
PPAT terkait
pemeriksann objek
pajak

Tensh dan/atan N
Basgunan
r
- Deaft Akt ‘
- [ _ Pemyediaan Pemindahan Hak :
Formufir SSPD- atas Tenah denf
BPHTIB atau Bangunan

Menghitung BFHTB
Form 55PD- :
 EPHTBIS ’ wrutang, meayiapkan

fembarj

: mensndatangani SSPD

Wodaa PPAT | g
tanda tanpan

I
[12]
:
1]
:
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II. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB OLEH
PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1. Deskripsi:

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak
atas BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan
pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah
melalui Bank yang ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara
Penerimaarn.

2. Dasar Hukum:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Wajib Pajak selaku penerima hak;
b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); dan
c. Bank yang Ditunjuk.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
Nota Perhitungan.

5. Dokumen yang Dihasilkan:
SSPD BPHTB.

6. Prosedur Kerja:

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi.
Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar,
dengan perincian sebagai berikut:
= Lembar 1:

Untuk Wajib Pajak.
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* Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
» Lembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran.
" Lembar 4:
Untuk Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
* Lembar 5:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
= Lembar 6:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan
kepada Fungsi Pembukuan /Pelaporan.
Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan
PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut.
Langkah 2
Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak
kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan.
Langkah 3
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB
dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang
Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan
pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang
dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.
Langkah 4
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD
BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan
ke Wajib Pajak.
Langkah 5
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank
yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian
melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD
BPHTB ke Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

. Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima
secara lengkap.
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH |
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar D
( SSPD'BPHTB ) Untuk Bank Yang
Ditunjuk/Bank
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMEERITAHUAN OBJEK PAJAK Penerimaan
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN (SPOP PEB)

Badan Pendapatan Daerah
PERHATIAN: Baca il petunjuk pengisian pada halaman belakang fembear ini ferlebih dahu b,

2 NPWP: |
3. Aimat Wajb Pajak:
4, KekrahanDesa: 5. RT/RW: 6.Kecamatan;
7. Kabupaten/Kota: 8, Kode Pos:
B. 1. Nomor Objk Pajak (NOP) PEB; | NN (1] ] ]
2. Letak tanah dan alau bangunan;
3. KebrahanDesa: 4. RTIRW:
5. Kecamatan: 6. Kabupaten/ota:
Fenghtungan NJOP PBB:
Lu i NJOPPER/ m?
Uralan { Disil W Luasx NJOP PEB/ i
Mwadpcmm)
Tanah { bumi ) 7 Rp
sngke 7 x anckad |
ngERan )
B ‘ &) 200km B X dairgks 10
NJOPPRE; 13 Ro — |
T T L ]
15. Jenis perolshan hak a 8s tanah dan atau bangunan: D] 14. Harga trensaks / Nitaf pasar, !_RP
16, Nomer Sedifiat :
C. AKUMULASINILAl PERCLEHAN HAK SEBELUMNYA | Rp
D. PENGHTTUNGAN BPHTB (Hanya clisiberdaserkan penghikigan Web Pajak }
1. Nilai Perolehan Cijpk Pajak (NFOP ) memperhatikan rial pada B.13,, B 14, dan C 19 Rp
2. Niki Perolehan Chjek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTXP ) memperhalikan néaf pada C 2 b Rp
3. Nilai Perolehan Chjek Pajak Kena Pajak{ NPOPKP ) agiet-ange2 3 B Rp
4, Bea Perolehan Hak atas Tarah can Bangtnan yang terntang Bexange3 4 B Rp
E Jumiah Seloren berdasackany -
[ a. PenghitunganWajb Pajak
b. S5TPDBPHIB/ SKPDB KJRANG BAYAR/ SKFDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggat
E ¢ Pengurangan dihitung sendin menjadi: % berdasar Pesaturan KDH NO: ... ....u.ooe creec e s yverco arerenrer svenne
I R
JUREL A YARG DISETOR {dengan ankal (thngm
[Re
(berdasaranperitngan 4 dan piiban di £)
*) Comtyang fak paitt
.............. 1 ¢+ D MENGETAHUE: DiTERIMA, OLEH: Tahh NiverTikast
wass PAJA.K 1 PENYETOR PPAT/NOTARS TE]@;.:;‘:EM BAYARAN BPHIB Badan Pendapatan Dasrah
Nama kengkap dan tands Langan Naraa Jert ghep, stemped, dan bnda bn g lhnllm dempel, dmhnhlmn Nama lenghep, sierapel dantanduiangan
g @-«mm o RS T TS TN e =
o asas LI |%F“IW
petugas CPPKAD

il
LT & & A

L5

&

Lemtar 36 —KepalaK antor Bdarg Pertanahan
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH I
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  1ember 6
( SSPD-BPHTB) Untuk Bank Yang
Ditunjulk/Bank
BERFUNGSI SEBAGA! SURAT PEMEERITAHUAN OBJEK PAJAK Penerimaan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PEB) ,

Badan Pendapaten Daerah
PERHATIAN: Bacahh pelunjuk pengisian pada halarman belakang lembar il feclebin dahulks.

A 1 NamaWabPaak l I | I I l | | [ 1]

2. NPWE
3. Abimal Wajb Paiak:
4, XelrshanDesa: 5 RT/RV: & Kecamatan:
7. Kehupalan/Kota; 8, Kods Pos:
B.  1.Nomor Objek Pajak (NOF) PEB: | Hu NN NN ]
2 Letak tanah dan afau bangunan:
3. KelrahanDesa: 4. RiIRW:
6, Kecamalan; 6. KabupalenMota:
Parghtungan NJOP PBB:
Luas NJOPPEB/ m?
U . .
ralan {Didrnuiﬂgyd.ng‘t’g&mfnmymy {.D-.‘bmt:.:r: ,ﬁ?’?ﬂf" ’d'ry: Luasx NJOP PBB/n?
Tarah{ bumi } 7 mz| 9 Rp 1 |Rp o 7 varatad
Ba B 10 2
ngimaa | ar? RP ! RJ aagie & ¥ pagks 10
NIOPPBB: 13 Rp R
[ O mv;,.i 10-.5“. 12
15. Jenispesolehan hak # as fanak dan atau bangunan: EEI 14, Harga transeksi / Nifai pasar; I Rp

16. Nomor Sertifikat :

C. AKUMULASINLAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA | Rp
D. PENGHTUNGAN BPHTB( Hanya cdiisl besdtasarken penghltmgan Wejb Papk }
1. Niki Perokhan Objek Pajak { NPOP ) memperhalifan nfal pada B.13, B14, dan C 1 » Rp
2. Nilal Perolehan Qbjek Pajak Tidak Kena Pajak({ NPOPTKP ) mermperfatikan niaf pada C 2 > Rp
3. Nilai Perolehan Cbjek Pajak Kana Pajak{ NPOPKP } agle1-anga2{3 M Rp
4, Boa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang lerutang Bixangad {4 P Rp

£. Juniah Seloean barcamakar
[ 2 Penghitungan Wt Pajak
] b. STEDBPHTB SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB

KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomer: Tanggat

]: ¢ Pengurangan dihitung sendin menjadi: | % berdasar Peraturan KDH No ............ Mieb sbrasnse brmeredth dbasne ned brete dueene

I

JUBA A YARS ISEROR {demgan engia)

R

(berdasarkenpertifungan D4 dan pilhan d1E)

*) Coretyang fdzk perts
.............. I T | MENGETAHUI: DITERIMA OLER: Tabh Diverfikast

Walls PMAKI PENYETOR PPATI NOTARIS TE_:_:::;:EMBAYARN\E BPHTB Badan Pendapatan Daerah

Nami B ngkap dan b tangan mmnlenycqa.dunpddmlmmm:m Namulengke, dempel, dan tande bngan s sngion, stempd, dantsnd atang e

S

[

[ _#&

Hanyn dis{elsh
petugas DPFIAD

Lembar 36 — KenglaK antor Bdam Pertanahan
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8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Wajib Pajak Bank yang Ditunjuk/Bendahara
Selaku Penerima Hak , Penerimaan
Dari Prosedur 1
(Prosedur
Pengurusan Akta
Pemindahan Hakj

i_’

{lembar 1)

- Membayar
BPHTB

] (lember 3].

fomberz) | |

fember 3 I
Po—

Selanjummyn
digunakan dalam
proses pelaporan

BFHTE ke BAFENDA
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Ill. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENELITIAN SSPD-BPHTB
1. Deskripsi

Prosedur penelitian SSPD BPHTB merupakan proses verifikasi
kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini
dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaaan. Penelitian Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2. Dasar Hukum

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; .

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:

a. Wajib Pajak selaku Penerima Hak;

b. Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
dan

¢. Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:

a. SSPD BPHTRB;

b. Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTR;

¢. Formulir Pengajuan Data; dan

d. Formulir Data Objek Pajak.

5. Dokumen yang Dihasilkan:

SSPD BPHTB.

6. Prosedur Kerja:

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung

yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung

terdiri atas:

* Fotocopi KTP;

Fotocopi Surat Tanah/Sertifikat/Dokumen Lainnya;

Fotocopi Akta Jual Beli;

Surat Kuasa (bila dikuasakan);

Fotocopi Kartu Keluarga/Keterangan Ahli Waris (untuk transaksi
waris/hibah wasiat/hibahj);
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Fotocopi SPPT PBB;

Bukti lunas PBB;

Fotocopi kwitansi jual beli (untuk transaksi jual beli);

Surat keterangan pemenang lelang (untuk transaksi lelang);

SSPD BPHTB (tertera tanda tangan petugas Bank dan Nomor
Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) kecuali BPHTB Nihil;

= Foto objek pajak;

= SPOP; dan

* Surat Pernyataan Penyetoran BPHTB.

Langkah 2

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menerima
Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4),
dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kemudian
mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir
Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan
dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data
kepada Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi.
Langkah 4

Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi menerima
Form Pengajuan Data dari Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan. Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem
Informasi menarik data yang dibutuhkan dari sistem database objek
pajak. Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi
kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan
Data. Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi lalu
menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada Fungsi
Pendataan, Penilaian Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Langkah 5

Fungsi Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menerima
Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fungsi
Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi. Fungsi Pendataan,
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kemudian memeriksa
kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen
pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi
Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi. Dalam kondisi
tertentu, Fungsi Pendataan, Penilaian Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek
kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan
akan diatur tersendiri.

Langkah 6

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Kepala Bapenda
menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi
Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi
Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan lalu
menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.
Langkah 7

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi
Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

.Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari sejak berkas diterima secara

lengkap.
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD-BPHTB )

Badan Pendapatan Daerah

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PEB)

Lembar 4
Badan Pendapatan Daerah

PERHATIAN: Bacakah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahu b,

A 1. NamaWajib Pajak | | l

|

|

[

16, Nomor Serlifkat :

15, Jenisperclehan hak 2 es fanah dan stau bangunan; D]

14. Harga transaksi / Nilai pasar: l&

2. NPWF: I |
3. Alamat Wajb Pajak:
4. XekrshanDesa; 5. RTRW: 8, Kecamatan:
7. Kebupalan/Kota; 8. Kode Pes:
B. 1. Nomor Obsk Pajak (OP) PEB: | RN LT [
2. Lelak tanah dan atau bangunan:
3. KehmashanDesa: 4. RT/RW:
§. Kecamatan; §. Kebupaten/Kota;
Fanghtungan NJOP PBB:
luas NJOP PEB / m?
[ i ; Alo]
ralan mdmmm»wu'wr:gﬁmmpw {Dmlbem'uli,n bﬁ%ﬁﬁ t?unb’nryn Luasx NJOPPBB/nf
T bumi
anah { bumi ) 7 mz| 9 Rp "IRD o 72 areiod
Banguren ] i) 12 . —
| L Rp Fp angix & x mgke 10
NJOPPBE: 13 Rp —_— ]
e~ - Y T Er T T 7]

C. AKUMLLASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

Rp

D. PENGHITUNGAN BPHTB( Hanya clid berdesaken penghitsagan Weib Pajpk )
1. Nilsj Perolghan Objek Pajak (NFOP ) memperhatikan slaf pada B.13, B.14, dan C
2. Nilal Perolehan: Objek Pajak Ticak Kena Pajak { NPOPTKP ) memperhatikan niaf pada C 2 .
3. Nili Perclehan Chjek Pajak Kena Pajak{ NPOPKP )
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang teutang

1>

aglat-angaz|3 B
Shxengpa2 |4 B

Rp
Rp

Rp

E Jumiah Seluran besctrsarkan:
|_ a PenghitunganWajb Pajak

b. STPDBPHT B/ SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *)

l: ¢ Pengwrangan dihitung sendin menjadi:

I

JIBAL AH YANG DISETOR fkopan angha)

lﬂ

") Comtyang tduk perls

{enfasakanpertiingan D4 den pithan A/ E}

Nomor:

Tanggat

% berdasar PEraturan KDH MO .......ue..s coves veseocnne esses s sssecs semmeseos tnee

MENGETAHUI: DITERIMA GLEH:
PPAT/NJTARE TEMPAT FEMBAYARAN BFHIB
Tanggal: e

Tehh Nvarfikasi
Badan Pendapatan Daerah

‘Hame Yo ngkap dan tanca tangan. Huenn bon gk, slempal dan tnca tmgan

Namalerghsp, #empel, dan tands langan

Heaya alslsish
petigm DPBKAD

VTR

.

[T el

I INEN§

Nema lenghap, stermpel, Santandatangan

Lembar 36 - Kepata Kanlor Bidang Pertanahan
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FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran : 1({satu) sex
Hal 1+ Penyampalan 55PD BPHTB untuk diteliti

|BADAN PENDAPATAN DAERAH
{PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Yang bertanda tangan di bawah Ini:
Mama Wajib Pajak

NPwP {17 OO0 Cot] LI tid L

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk ditelitl atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan
sebagai berikut :

[roor LN I oy NN Py TNy T Y T Y I O A B

Alamat

DesafKelurahan
Kabupaten/Kota

Terlampir dokumen sebagai beftikut ;

{1} SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaks] Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertal Bukti
Penerimaan Daerah {BPD)*}

{2) Fotokopl SPPT atau STTS/ Struk ATM buktl pembayaran PBB/ Buktl Pembayaran PBS
lainnya Tahun ..o *}

{3) Fotokopl Identitas Wafb Pajak BEIUDD s s mmemmererssssrssssomisasssemssssesssames sees -

{4) Surat Kuasa darl Wajib Pajak **)

{5) Fetokopi identitas Kuasa Waib Pafak **)

(6) Fotokopi Kartu NPWP

7

Demiklan disampalkan untuk dapat dilakukan penelltian SSPD-BPHTE.

Keterangan: , 20
*} coret yang tidak perlu Wajib pajakfKuasa Wafib Pajak *)
=) dalam hal dikuasakan

PENELTIAN

Setelah melakukan pemerksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Walib Pajak, dengan inl kam! menyatakan
bahwa;

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Nilal BPHTB terutang yang tercantum dafam SSPD-BPHTB telah sesual
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap

, 20

Fungzi Pendataan, Penilaian FBB P2
dan BFHTB
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FORM PENGAJUAN DATA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan inl kami mengajukan
permintaan data terkait perclehan hak bumidan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak :
NPWP S 1 LT TV LTI P TTT] Tt

Serta data objek pajak atas
NomorObjekPajekiNoP) | | J [ [ | P T J T 10 T 1] LT T 11 1

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

;20

Fungsi Pendataan, Penilaian
PEB P2 dan BPFHTB
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DATA OBJEK PAJAK

Dengan Hormat,
Dibawah Ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu:

1. Naina Wajib Pajak

2. NPWP LT DT 0O O] OO 11 O

a.
R
Co e
d. D L L By ki e
4NomorobjekPajakor) | | | [ | [ [T [ 1 [ 11 LT LTI ]
5. Letak tanah/bangunan:
6. Kelurahan/Desa: 7. RT/RW:
8. Kecamatan: 9.Kabupaten/Kota: ___ _
Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB / m?
Uraian {Diisi luas tanah dan ataubangunan {Diisi berdasarkan SPPTPBB tahun Luas x NJOP PBB / m?
yarg haknya terjadinya
diperoleh} perolehan hak / tahun......)
Tanah (bumi) 7 mi 9 11[Rp
Bangunan B m? 10 12(Rp
NIJOP PBB 13|Rp

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-8PHTB, TerimaKasih

,20
Fungsi Pengelolaan Data
& Informasi




8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
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PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD-BPHTB)

Wajib Pajak
Selaku Penerima Hak

Fungsi Pendataan, Penilaian PBB P2
dan BPHTB

Fungsi Pengolahan Data,
Pelaporan dan Sistem
Informasi

Mengaulnn data
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IV. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA
KANTOR BIDANG PERTANAHAN

1. Deskripsi

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas
perolehan /peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT
menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala
Kantor Bidang Pertanahan.

2. Dasar Hukum

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah,;

3. Pihak yang Terkait:
a. Wajib Pajak selaku Penerima Hak;
b. Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
c. Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. SSPD BPHTB;
b. SSP PPh Pasal 4 ayat (2); dan
c. Draft Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

5. Dokumen yang Dihasilkan :
Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
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6. Prosedur Kerja:
Langkah 1
Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib
Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan
SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui
Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta
Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).
Langkah 2 |
PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari
Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar
2.
Langkah 3
PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah
dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar
3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor
Bidang Pertanahan.
Langkah 4
Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan
pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang
Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran
data terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan Ilalu
memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah.
Langkah 5
Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang
Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2)
kepada PPAT.
Langkah 6
PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Langkah 7
PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.
Langkah 8
Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunamn.

7. Jangka waktu penyelesaian 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan
pendaftaran akta diterima secara lengkap.
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH |
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANBANGUNAN 1 embar 3

( SSPD-BPHTB ) itk Kegota Kantor

Bidane Pertanahan

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN {SPOP PBB)

Badan Pendapatan Dacrah
PERHATIAN: Baca ksh pefurjuk pengisian pads halaman belakang lembar i terlebih dahuke,

A 1. NamaWajib Pajak ’ | [ | I l | I | l | ] I
2. NPWP: ]

3. Abmat Wajb Pajak:
4. Xolorghan/Desa: & RT/RN: € Kecamatan:
7. KebupatenKota; 8, Kodo Pos:

B 1. Nomar Objk Pajak (NOP) PER: | LT L || L] ]
2 Letak tanah dan alaw banguman:
3. KelrahanDesa: 4. RTIRW:
5. Kecamatan: 8. Kabupaten/Kola:
Penghitungan NJOP PEB:

Uraian Disit hi:’ua sn D‘dmﬁJOPPEPémz
{ s Latte) w’gu l}gﬂmytng { prirey s SPPT

ko Lvasx NJOP PBB/n?
an hak/ Tahwn... ’

Tanah { bumi ) TI mt| 9 Rp HiRrp

snche Txmgksl

Bangumen El m? j¥ Rp 12 Rn T

NICPPBB:  B|Ro ... SEeT T

15. Jenisperolehan hak d e tanzh dan alau banguaan: D:l 14, Harga transaksi f Nitaf pasar. l Rp

16, Nomer Sartifkat:

C. AXUMILASINILAl PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA | fp

D. PENGHITUNGAN BPHTB{ Hanya dilsl berdasatken penghitinganWejib Pajek )
1. Nill Perakhan Chigk Pajak (NPOP ) memperhatikan nial padaB.13., B14,dan C 1 Rp
2. Nilai Pevolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) memperhatikan nlal pada C 2 » Rp
3. Niki Perolehan Otiek Pajak Xana Pajak [ NPOPKP ) aglef-anga2|3 P Rp
4. Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tendtang Baengkad {4 P Rp

E. Jesviah Selovan berdasarkan
[T a PenghitunganWajb Pajak
] b. STPDBPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR/ SKPD3

KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nemor: Tanggat
E ¢ Pengurangan dihitung sendiri menjadi: | % berdasar Perawan KDH NOt 1. vuvveeiis s veanasion srsrsess vions s rsss sses
R
JUBAL A YANG DISETOR (dsgon angka) { gz )
[Re :
{berdasasanpartitngan D4 dan gihen diE)
*} Comtyeng tdak pert
......................................... MENGETAHW; DITERIMA QLEH: Tekh Diver fikast
WAJIB PAJAK | PENYETOR PPATI NOTARE TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Badan Pendapatan Daersh
Tanggsl: o

Mama lengip, stampel, dantendstngen
e

Hanys dislolah
privga DPPKAD

Lembar 35 chfaKarlarﬁdam Perlamhm



8. BAGAN ALUR (FLOWCHART])

PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR BIDANG PERTANAHAN

62 -

Wajib Pajak . Kepala Kantor Bidan
J 4 Pejabat Pembuat Akta Tanah P g
Selaku Penerima Hak Pertanahan
Dari Dari
tensalsi ) - §  pwosedur
pembayaran sebelumnya
FPPh.di KPP
A4
fembarll |
Alemahar
[eabar 3)
SSPD-EFHIB Ry
552 Pacal § ey 2]
r
Menyirpken | Menyinpkan dan
pengurusan mengejulan
pendaftaran akta pendaltzran Hak
atas Tanah atau
peralihan Hak
stas Tanah
¥ v
M pry | foenns
SSPD-BFHETE SEPD-BPHIB Prikori Peesk
: SSPPaceld ayat (27
kil AI:E‘;E -Tnuh
Akta Purpindshan utax
Hak atas Tansh dan/atsn Banpunan
damfatax Baapanan
e e
Aenclaah pengejuan dan
memperbahar daftar
perclchan dan peralthan
Halk atas Tanah
[ |
b 4 . h J
: Bokti Persbuyasmn ' {lembar 3}
SSP Pazsl 4 ayst 2) ESP Prxal 4 syat (3 SSPD-BFHTB
Alts Parcinwdaban Alta Purzindahan
Hak atnx Tasrahy Hak stas Tansh
Sanf st Banganen s fatm: Banguran
“l/— ____.__,/-—
L 4
Pecmimalat Menandatangani .
ke Tonss Afaa Pemindahan Arelp
dan/stau Bangunan | Hak atas Tanah

danfatau Bangunan
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V. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PELAPORAN BPHTB

1. Deskripsi

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh

Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan
penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga
meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah
atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

2. Dasar Hukum
a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

b.

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:

a.
b.
c.
d.

Bank yang ditunjuk;

Bendahara Penerimaan;

Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.,

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:

a.
b.
c.
d.

Nota Kredit;

Register SSPD BPHTB;

Buku Penerimaan dan Penyetoran; dan
Register STS.

5. Dokumen yang Dihasilkan :
a. Laporan penerbitan Akta oleh PPAT; dan
b. Laporan Realisasi PAD.
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6. Prosedur Kerja:

6.1.

6.2.

6.3.

Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk
Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip
SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui
mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.
Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang
Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD
BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.
Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke
Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran
BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang
Ditunjuk. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan
BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan
juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD
BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi
Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 6

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD
BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan
menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib
Pajak.

Langkah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.
Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan &
Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Laporan Penerbitan
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1

Berdasarkan prosedur 6.1 dan 6.2, maka Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB,
SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register
STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan menyusun Laporan Realisasi PAD.

7. Jangka waktu pelaporan atas setiap akta pemindahan hak yang telah
diterbitkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
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PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel
Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh:
Octavianus, SH, atau Birgitta, SH.

Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.
NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan.
Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh:

Kabupaten Pulau Tidung.
Kabupaten/Kota: Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten

Pulau Tidung.

Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

Didalam Tabel

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.

Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang
bersangkutan.

Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.
Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 —

10-2011.

Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar,
hibah, dsb.

Kolom 5 :Nama, alamat, dan NPWP pihak yang

mengalihkan/memberikan., Contoh: John beralamat di JL
Industri Raya No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000
ditulis; John (baris 1), Jl. Industri Raya No. 9 (baris
selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).

Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara
penulisan seperti kolom 5).

Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.
a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor

hak dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

-  Hak Milik =M
- Hak Guna Usaha =U
- Hak Pakai =P

Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di
Kelurahan Kemayoran Utara

Ditulis:
- M.373/ Kemayoran  Selatan (apabila dialihkan
seluruhnya)

- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan
sebagian)




Kolom 8
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b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari
petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau
nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.
Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465

masa pajak tahun 1960 — 1964
Ditulis :V.I No 47/465 tahun 1960 - 1964
Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30
Ditulis : C. No. 395 Blok IL.D ps.30

: Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat
menyebut kelurahan/desa yang bersangkutan,

Kolom 9dan 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m? dengan bangunan
lantai dasar seluas 50 m? dan lantai satu seluas 25 m2.

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

: Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp.
100.000.000

Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan
hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa
membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan,

: Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 - 0124.0/11-01
Ditulis : 021.002.040 - 0124.0/2011 (dapat disambung ke
bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

: Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum
dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada
SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalar Rp.
250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan
keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100m?2
dan bangunan 25 m? adalah sebagian tanah atau seluas 50 m?
dan keseluruhan bangunan seluas 25 m2 Diketahui NJOP
(SPPT} tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m2) dan
bangunan adalah Rp. 50.000.000 {(untuk 25 m2), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m? : Rp. 100.000.000
- NJOP bangunan seluas 25 m?2 : Rp. 50.000.000
- Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis : 156.000.000
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Kolom 14 dan 15: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)
dan besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh
dari pihak yang mengalihkan).

Kolom 16 dan 17: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)
dan besarnya pembayaran BPHTB.

Kolom 18 : Mencaniumkan keadaan tanah dan bangunan yang
diperoleh/dialihkan dengan keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau
bangunan.
Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan
b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan
dokumen ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor
daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.
Contoh: - d.i301/4097/11 atau
- tanggal 10-7 - 2011
c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat
dengan penerima hibah wasiat
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis : ayah - anak




Bendahara Penerimaan :
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REGISTER SSPD BPHTB
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARO

TAHUN ANGGARAN ........

1
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Bendahara Penerimaan
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a. Tunai Sebesar
b. Bank Sebesar
¢. Lainnya

[LTTTTTT PP PRI P

I

LITTE LT P PP PP

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna

NIP.

Kabanjahe, tanggal ....eeeeniervees
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Bendahara Penerimaan

No No. STS Tanggal | Kode Rekening Uraian Jumlah Penvetor | Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8
Mengetahui/Menyetujui Kabanjahe, Tanggal..........c.............
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
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8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PELAPORAN BPHTB
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VI. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENAGIHAN BPHTB
1. Deskripsi

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB
merupakan proses yang dilakukan Fungsi Penagihan dan Penindakan
dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena
BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang
dilakukan Fungsi Penagihan dan Penindakan dalam memeriksa BPHTB
yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh
Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang
Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh
Fungsi Penagihan dan Penindakan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses vang
dilakukan Fungsi Penagihan dan Penindakan dalam menindaklanjuti
Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat
jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Penagihan dan Penindakan
sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database Daftar Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar
BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar
Surat Teguran.

2. Dasar Hukum

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Fungsi Penagihan dan Penindakan; dan
b. Wgjib Pajak.

4, Formulir/Daftar yang Digunakan:
SSPD BPHTB terutang.
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5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar;

b. Daftar SSPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada wajib pajak;
c. STPD BPHTRB;

d. SSPD BPHTB yang telah dibayar;

e. Daftar SSPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB;
f. Surat Teguran; dan
g. Daftar Surat Teguran.

. Prosedur Kerja:

6.1. Penetapan STPD BPHTB

6.2.

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka
Fungsi Penagihan dan Penindakan mengarsip SSPD BPHTB yang
telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan dan Penindakan lalu memeriksa setiap SSPD
BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah
salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi
Penagihan dan Penindakan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda. Fungsi Penagihan dan Penindakan kemudian
mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan dan Penindakan menerbitkan STPD BPHTB
berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar,
salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB
dicetak rangkap 2.

Langkah 5

Fungsi Penagihan dan Penindakan mengarsip STPD BPHTB
(lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan dan Penindakan mengirimkan STPD BPHTB
(lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan dan Penindakan memperbaharui Daftar STPD
BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada
Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB
terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar
BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka
Fungsi Penagihan dan Penindakan akan mengarsip SSPD BPHTB
yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2 _

Fungsi Penagihan dan Penindakan memeriksa setiap SSPD
BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan dan Penindakan
memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD
BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata ku.rang bayar,
Fungsi Penagihan dan Penindakan kemudian menerbitkan Daftar

SSPD BPHTB yang kurang dibayar.
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Langkah 3

Fungsi Penagihan dan Penindakan juga memeriksa setiap SKPD
Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun
semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB
terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut.
Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi
Penagihan dan Penindakan kemudian menerbitkan Daftar SKPD
Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan dan
Penindakan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan
SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan dan Penindakan mengarsip SKPD Kurang
Bayar (lembar 2} dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).
Langkah 6

Fungsi Penagihan dan Penindakan mengirimkan SKPD Kurang
Bayar (lembar 1} dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1)
kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan dan Penindakan memperbaharui Daftar
SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang Bayar yang
telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Fungsi Penagihan dan Penindakan memperbaharui Daftar SKPD
Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar
Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar
Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan

~ prosedur pembayaran BPHTB.
6.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang
Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan dan
Penindakan menyimpan:

- Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Kurang Bayar

- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan
dan Penindakan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan
mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan dan
Penindakan menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif
kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.
Pendekatan persuasif, meliputi:

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan dan
Penindakan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib
Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.
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Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan

penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh

Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan dan

Penindakan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan dan Penindakan mengarsip Surat Teguran

(lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan dan Penindakan mengirimkan Surat Teguran

(lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguramn.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas

setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap

pemerintah daerah juga dihimbau untuk menetapkan peraturan

kepala daerah mengenai prosedur penerbitan:

- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

- Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan
surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat
ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat
ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

7. Jangka waktu penyelesaian adalah penerbitan Surat Teguran Pertama
setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti Surat teguran pertama
diterbitkan Surat teguran kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya Surat teguran pertama.
Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh
Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kalender sejak tanggal disampaikannya Surat
Teguran.
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PEMERINTAH KABUPATEN KARO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kepada Yth,
Nama

NOP
Alamat

SURAT TEGURAN

Nomor

Menurut tata usaha kami, hingga saat inl Saudara masth mempunyai tunggakan pajak sebagal berlkut:

NOF, NO & TANGGAL STPD Tanggal Jumlah
BPHTB/ SKPDB KURANG
lenis Pajak Tahun Pajak
| ! BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR J: :umhb:e:.z:: -:;Tag: ?:al;
TAMBAHAN (*) Y P
*)C
{*) Coret yang tidak perlu Jumlah

(dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggllan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah
Nomar ... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar
melunasl jJumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 [dua pulub satu) harl

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera

melaporkan kepada karni.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DDA
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT
TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANIUTKAN DENGAN
[PENERBITAN SURAT PAKSA.

]

Kepala Badan Pendapatan Daerah

.Kabupaten Karo
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8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)

FENAGIHAN BPHTB
Alnr 1: Penctapan STFD BPHTB
Wajih Pajak Fungsi Peragihan dan Penindakan
Proseur ’——
i SSPD-BPHTE
h, J
manels pyak teutsng
=g 3
salihtts sabh g
anker bangefdmy
¥
Mummm
FEER LN\
+
Meneiitlen STPD
EFHIR
Py | flmnber 2| V
87FD BFHIB § STIOEPHTE |we——p
S
¥
Tagihan BPHIR
Wash Pajak
Iheanbar 11
STPD Eprp -
Prosts Pembayaren
i
mmg;l.uipmse&n:
sebelumnya
[Bagan Alnr 2 : Penetapan SKFD Kurang Bayar]SEPD Kurang Bayar Tambahan watok BPHTE
Waijib Pajsk Fungsi Penagihan dan Penindakan
Procadur
Pesbeysnn
)
v
mererkes papk
tertang oz
Jarang dibeyar
= Fo— Bedmatan
“mmmmmmmj} reeem m )
Inrang dbayar yang maclh fargkawim 5
\{’ g fhmay tabun
vz ] sml =
Smgayu Bayar Tembshan
3 ]
2
Lmber 1 Lmnbar 2 Lonter 1 Lembar 3
Lizibar 1
SKPD Kureng
Baraz
Lasbar |
HDIsvey |
By
r
Alemper Iemperbabarut dafrar
v daftar SEFD Eurang “ﬂ?r;wn Bayer
Preses Pembaynezn )
daclznnra ‘ d
menglazi prosedur Dafiar SEPD i m‘{,?;
sebehuriga RummgBagar | Tembalen |
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| Bagan Alur 3 : Penetapan Surat Teguran

Waijib Pajak Fungsi Penagihan dan Penindakan
Prosedur Penetapan
STPD BPHTBJSKPD
F ||
urang Bayar
Daftar STPD
BPHTE Tambahan ' i
. a7
st
Daftar SKPD m pajak jstuh tempo
Km'a:;m}'ar terutangyang [ pembeyasan,
L kurang ditayar melipati:
q lsgsies -
Daftar SKPD wajib paf
b Dlsatuni emubalui telepon
T M| -wagmaian
at
Pemberitahuan
dan Fimbauen
. vy
Prxintsss permndagsf
pebasaran pejak secken T
mezgangur
Tk disetjui
Menerbitkan Surat

Teguran
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VII. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENGURANGAN BPHTB

1. Deskripsi

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan dalam menetapkan  persetujuan/penolakan  atas
pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi
Penyuluhan dan Keberatan/ Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan
berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek
pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan
‘Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan
untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi
Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi sebagai pihak yang
memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah
administratifnya.

2. Dasar Hukum:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

¢. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karoc Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Fungsi Penyuluhan dan Keberatan;
b. Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan;
c. Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi; dan
d. Wajib Pajak.
4. Formulir/Daftar yang Digunaka:
a. Permohonan Pengajuan Pengurangan atas BPHTB Terutang;
b. Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB;
c. Surat Ketetapan BPHTB; dan
d. Form Pengajuan Data;

5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. Berita Acara Pemeriksaan; dan
b. Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB/Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB;
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6. Prosedur Kerja
Langkah 1
Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang
dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan
Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Penyuluhan dan
Keberatan/Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
Langkah 2
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan /Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan
Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.
Langkah 3
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan  mengarsip  dokumen pengajuan  pengurangan.
Berdasarkan dokumen  tersebut, Fungsi  Penyuluhan dan
Keberatan/Fungsi  Pengawasan dan  Pemeriksaan kemudian
mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan
Form Pengajuan Data.
Langkah 4
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan /Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Pengolahan
Data, Pelaporan dan Sistem Informasi
Langkah 5
Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi menerima
Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem
Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database
Objek Pajak.
Langkah 6
Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi mengisikan
Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.
Langkah 7
Fungsi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistemn Informasi mengirimkan
Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Penyuluhan dan
Keberatan/Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan.
Langkah 8
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB
berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu,
pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang
digjukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala
Daerah.
Langkah 9
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang

ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).
Langkah 10
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.
Langkah 11 _
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan
BPHTB (bagi yang ditolak} atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB
(bagi yang disetujui} kepada Wajib Pajak.
Langkah 12
Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan
pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

8. Jangka waktu penyelesaian 14 (empat belas) hari sejak permohonan
diterima secara lengkap.
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Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KAROQ

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR; .....cc...

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARO

: Surat permohonan pengurangan Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas

: a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan
Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Permneriksaan:
Nomor -

Tanggal
b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;

:1. Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun .... tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.

2. Peraturan Kepala Daergh Nomor ..... Tahun .... Tentang Pemberian Pengurangan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

:l Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo tentang Pemberian
[ Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Yang Terutang

: Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan {BPHTB} yang terutang kepada Wajib
Pajak:

Nama Wajib Pajak © ereiesRRRMebrsberbe esresTLEasEea peATRRSAS SusLAS SARERRRS aARRR£aE b rten mEOREER PERERE SR RRARRSS PeSbesnte
Alamat Wajib Pajak L frrr e TS eRRER SARRS RS St eSS SRS p 4641 P4 s drvvEEY e eEHaeRRnRS Srabee e




KEDUA

KETIGA

*)

**)

Letak Objek Pajak et e Lt bt e bbb a e bt s bnnts bbb ettt seeres o
Tahun BPHTB bt bt s tar s e aa mensanat setne st seen e b A T s s sssa s onen e
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan:

Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokurmen lainnya **):
- Nomor

- Tanggal
NOP

Letak Objek
Desa/Kel.
Kecamatan
Kah./Kota

: Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada dikturn PERTAMA, maka
Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

a. BPHTB Terutang Rp

b. BesarnyaPengurangan ( ) 31 ¢ T ~
¢. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp

(sebesar: )

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : . Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak:

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Karo

Ditetapkan di
t Padatanggal ... immmnerersesoneesesse s o

i
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Karo

NIP. i eenannse e

Coretyang tidak perfu
Diisi sesuai keperluan
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8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PENGURANGAN BPHTB
Waiib Paiak Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/ Fungsi Pelg > Peng:r:;g :)a.ta.
L Pengawasan dan Pemeriksaan paan Sistem
Informasi
5 Prosedur ’
oguoges v || | o S
at Ketet
BPHTE ot el
+
J | Salioma Surar | Salnes Sume |
= - s ' Knn‘tnnn Hatetapan
== ]
Dilempin Dolasmen = Dokuumnen
dolaimen Suret Pengsjuan Suret Pengajuan | Arsip
pengajuan BPHTE BpHTE
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR :11 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENDAFTARAN PAJAK
BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (OFFICIAL ASSESMENT)

1. Deskripsi:
Prosedur pendaftaran pajak daerah menguraikan tata cara
penyelesaian permohonan pendaftaran obyek Pajak berdasarkan
penetapan Bupati (Official Assesment).

2. Dasar Hukum:

a.

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo

di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

Peraturan Daerah Kabupaten Karoc Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:

a.
b.

C.

Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan;
Fungsi Pendataan Pajak Lainnya,
Petugas Pajak Daerah; dan

d. Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:

a.
b.
C.

Formulir Pendaftaran;
Kartu Data; dan
Daftar Formulir Pendaftaran.

5. Dokumen yang Dihasilkan:

a.

b.

NPWPD; dan
Daftar Induk Wajib Pajak.
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6. Prosedur Kerja:

Langkah 1

Fungsi Pendataan Pajak Lainnya menyiapkan Formulir Pendaftaran,

mencatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran dan mengirimkan

Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak;

Langkah 2

Fungsi Pendataan Pajak Lainnya menerima dan memeriksa

kelengkapan Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak

atau yang diberi kuasa;

Langkah 3

Apabila pengisiannya benar dan lengkap, Daftar Formulir

Pendaftaran diberi fanda dan tanggal penerimaan, selanjuinya

dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak dan dibuatkan kartu

NPWPD. Apabila belum lengkap formulir dikembalikan kepada wajib

pajak untuk dilengkapi;

Langkah 4

Fungsi Pendataan Pajak Lainnya menyampaikan kartu NPWPD

kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan untuk diteliti

kemudian memaraf Kartu NPWPD untuk selanjutnya ditandatangani

oleh Kepala Bapenda;

Langkah 5 |

Fungsi Pendataan Pajak Lainnya menyerahkan kartu NPWPD kepada I

Waijib Pajak dengan media Bukti Penerimaan Surat {BPS); |
|

7. Jangka Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari
sejak permohonan pendaftaran NPWPD diterima secara lengkap.




8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PENDAFTARAN PAJAK BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (OFFICIAL
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Selesai

ASSESMENT)}
. . - . . Kabid Pendataan
Wajib Pajak Fungsi Pendataan Pajak Lainnya dan Pelayanan Kepala Bapenda
Afulai
Menerima Mangirimican -
dan Mengisi formulir Menymplf.nn
Formulit pendaitaran formulir
pendafiaran {e— kapadn WP pendafiaran
Mencatat formmatir
vE dikirim/ kembali
dan bim kembali
v
l A I
Menerima Menerima dan
dan Mengisi memeriksa,
Formulir leelengleapan
penziaftaran Forrmilir Pendaftaran
Meneliti draf
Teartue NPWP den Menandatangani
w Menerbitkan memintakan Kertie NFWP
‘Melnkualan Knrta NPWPD tanda tangan
penelitinn
administrast
Hasil
Penelition
kelonghnp NPWP dicatat
dim Daftar
Induk WP
wp
Melenghapi
persyaratan %
Mergrernhka
k)
kelengkapan
persysraton
Menerima |
Kartu NPWP
Dan - Menyerahlnn
menanda kartu NPWP ke
“Tangpmi Pl WP
=
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II. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN PAJAK
A. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN PAJAK
BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (OFFICIAL ASSESMENT)
1. Deskripsi:
Prosedur Pendataan Pajak berdasarkan penetapan bupati
menguraikan tata cara pendataan dan penatausahaan obyek Pajak
berdasarkan penetapan Bupati (Official Assesment].

2. Dasar Hukum:

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan;
b. Fungsi Pendataan Pajak Lainnya;
c. Petugas Pajak Daerah; dan
d. Wajib Pajak.

4, Formulir /Daftar yang Digunakan:
a. Formulir Pendataan; dan
b. Daftar Formulir Pendataan;

5. Dokumen yang Dihasilkan :
a. Kartu NPWPD;
b. Daftar Induk Wajib Pajak: dan
c. Kartu Data.

6. Prosedur Kerja:

Langkah 1

Fungsi Pendataan Pajak Lainnya menyiapkan Formulir Pendataan,
mencatat dalam Daftar Formulir Pendataan, mengirim Formulir
Pendataan kepada Wajib. Pajak, menerima dan memeriksa
kelengkapan Formulir Pendataan yang telah diisi oleh WP,
mengembalikan Formulir Pendataan yang belum lengkap kepada WP
dengan media BPS, memberi tanda dan tanggal penerimaan pada
Daftar Formulir Pendataan, mencatat dalam kartu data.
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Langkah 2

Apabila pengisiannya benar dan lengkap, Daftar Formulir Pendataan
diberi tanda dan tanggal penerimaan dan apabila belum lengkap
Formulir Pendataan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk
dilengkapi.

Langkah 3

Fungsi Pendataan Pajak Lainnya memeriksa dan menandatangani
kartu data dan diketahui oleh Kepala Bidang Pendataan dan
Pelayanan sebagai dasar pembuatan nota perhitungan oleh Fungsi
Penetapan dan Verifikasi pada proses penetapan.

. Jangka Waktu Penyelesaian.
Jangka wakiu penyelesaian 3 (tiga) hari sejak permohonan
pendaftaran NPWPD diterima secara lengkap.



8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
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B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN PAJAK
BERDASARKAN PENGHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (SELF
ASSESSMENT)

1. Deskripsi:

Prosedur Pendataan Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh
wajib pajak menguraikan tata cara pendataan obyek Pajak
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (Self
Assessment).

2. Dasar Hukum:
a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

b.

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo

di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Daerah,

3. Pihak yang Terkait:
a. Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan;
b. Fungsi Pendataan Pajak Lainnya; dan

C.

Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. Formulir Pendataan; dan
b. Daftar Formulir Pendaftaran;

5. Dokumen yang Dihasilkan :
a. Kartu Data.
b. Kartu NPWPD; dan
c. Daftar Induk Wajib Pajak.

6. Prosedur Kerja:
Langkah 1
Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir pendataan kepada
Fungsi Pendataan Pajak Lainnya;
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Langkah 2

Fungsi Pendataan Pajak Lainnya menerima dan memeriksa

kelengkapan Formulir Pendataan yang telah diisi oleh Wajib Pajak

atau yang diberi kuasa :

1) Apabila pengisiannya benar dan lengkap, dalam Daftar Formulir
Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;

2} Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan dikembalikan kepada
Wajib Pajak untuk dilengkapi dengan media Bukiti Penerimaan
Surat (BPS}.

Langkah 3

Fungsi Pendataan Pajak Lainnya mencatat Data Pajak daerah dalam

Kartu Data dan Daftar Induk Wajib Pajak Self Assesment;

Langkah 4

Fungsi Pendataan Pajak Lainnya meneliti dan memeriksa kebenaran

catatan dalam kartu data dan Daftar Induk Wajib Pajak Self

Assesment selanjutnya menandatanganinya dan diketahui oleh

Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan;

. Jangka Waktu Penyelesaian
Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan
pendaftaran NPWPD diterima secara lengkap.
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8. BAGAN ALUR {(FLOWCHART)
PENDATAAN OBYEK PAJAK BERDASARKAN PENGHITUNGAN SENDIRI OLEH
WAJIB PAJAK (SELF ASSESSMENT)

Wajib Pajak . Fungsi Pendatasn Pajak Lainnya Kabid Pendataan
dan Pelayanan
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III. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENETAPAN PAJAK
A. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (OFFICIAL ASSESMENT)
1. Deskripsi:
Prosedur Penetapan Pajak berdasarkan penetapan bupati
menguraikan tata cara penetapan SKPD Pajak dan Opsen Pajak
berdasarkan penetapan Bupati (Official Assesment).

2. Dasar Hukum:

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

¢. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
b. Fungsi Pendataan Pajak Lainnya;
c. Fungsi Penetapan dan Verifikasi; dan
d. Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. Surat Pemberitahuan Pajak; dan
b. Kartu Data.

5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. Nota Perhitungan;
b. SKPD/SKPDT/SKPDN/SKPDKB
c. Daftar SKPD/SKPDT/SKPDN/SKPDKB

6. Prosedur Kerja:
Langkah 1
Fungsi Penetapan dan Verifikasi atas dasar Kartu Data membuat
Nota Perhitungan, menyerahkan kembali kartu data ke Fungsi
Pendataan Pajak Lainnya, membuat konsep SKPD/SKPDT dan
membuat daftar SKPD/SKPDT;
Langkah 2
Fungsi Penetapan dan Verifikasi memeriksa kebenaran konsep
SKPD/SKPDT dan memberikan paraf untuk selanjuinya diajukan
kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
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Langkah 3

Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data memeriksa
kebenaran konsep SKPD/SKPDT dan memaraf konsep untuk
selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada Kepala Bapenda;
Langkah 4

Kepala Bapenda memeriksa dan menandatangani SKPD/SKPDT;
Langkah 5

Fungsi Penetapan dan Verifikasi memberi nomor dan stempel dinas
pada SKPD/SKPDT yang telah ditandatangani Kepala Bapenda,
mencatat dalam Daftar SKPD/SKPDT, selanjutnya lembar 1
SKPD/SKPDT diserahkan kepada Wajib Pajak dengan media Bukti
Penerimaan Surat (BPS);

Langkah 6

Fungsi Penetapan dan Verifikasi memeriksa dan meneliti kebenaran
Daftar SKPD/SKPDT dan kemudian menandatanganinya diketahui
oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;

Langkah 7

Fungsi Penetapan dan Verifikasi menyerahkan copy Daftar
SKPD/SKPDT kepada Bendahara Penerimaan dan Bidang Penagihan
dan Pengendalian; dan

Langkah 8

Wajib Pajak menerima SKPD lembar 1 dengan menandatangani
Bukti Penerimaan Surat (BPS).

. Jangka Waktu Penyelesaian:
Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak Kartu Data
diterima di Fungsi Penetapan dan Verifikasi.
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8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PENETAPAN PATAK BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (OFFICIAL ASSESMENT)
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B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PENGHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (SELF
ASSESSMENT).

1. Deskripsi:
Prosedur penetapan pajak berdasarkan penghitungan sendiri oleh
wajib pajak menguraikan tata cara penetapan Pajak dengan cara
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment]}.

2. Dasar Hukum:

a.

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo

di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:

a.
b.
c.
d.

Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
Fungsi Penetapan dan Verifikasi;

Petugas pemeriksa obyek pajak; dan

Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:

a.
b.
c.

SPTPD;
Kartu Data; dan
SKPD/SKPDT/SKPDN/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB.

5. Dokumen yang Dihasilkan

a.
b.
c.

Nota Perhitungan;
SKPD/SKPDT/SKPDN/SKPDKB; dan
Daftar SKPD/SKPDT/SKPDN/SKPDKB.

6. Prosedur Kerja:
Langkah 1
Wajib Pajak mengisi SPTPD sesuai omzet jenis pajak dengan benar
rangkap 2:
1) Lembar 1 untuk loket pembayaran;
2) Lembar 2 untuk Fungsi Pendataan Pajak Lainnya;
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Langkah 2

Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD dengan

media SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah);

Langkah 3

Fungsi Pendataan Pajak Lainnya mencatat SPTPD dan SSPD ke

dalam Kartu Data,;

Langkah 4

Fungsi Penetapan dan verifikasi berdasarkan Kartu Data dan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain membuat nota perhitungan cara

menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang
diperhitungkan dalam Kartu Data:

1) Jika pajak terutang kurang atau tidak dibayar Fungsi Penetapan
dan Verifikasi menerbitkan SKPDKB;

2) Jika tidak terdapat selisih antara pajak terutang dengan kredit
pajak, Fungsi Penetapan dan Verifikasi menerbitkan SKPDN;

3) Jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat
ditemukannya data baru, maka Fungsi Penetapan dan Verifikasi
menerbitkan SKPDKBT; dan

4) Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang Fungsi
Penetapan dan Verifikasi menerbitkan SKPDLB.

Langkah 5

Setelah Nota Perhitungan selesai Fungsi Penetapan dan Verifikasi

mengembalikan Kartu Data kepada Fungsi Pendataan Pajak Lainnya,

kemudian membuat Daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN
atas dasar SKPD,

Langkah 6

Fungsi Penetapan dan Verifikasi mengoreksi konsep

SKPDKB/SKPDN/ SKPDKBT/ SKPDLB dan memberi paraf kemudian

diajukan kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;

Langkah 7

Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data memeriksa dan

meneliti kebenaran konsep SKPDKB/SKPDN/SKPDKBT/SKPDLB

dan memaraf untuk dimintakan tanda tangan kepada Kepala

Bapenda;

Langkah 8

Kepala Bapenda memeriksa dan menandatangani
SKPDKB/SKPDN/SKPDKBT/SKPDLB;

Langkah 9

Fungsi Penetapan dan Verifikasi memberi nomor dan stempel dinas
pada SKPDKB/SKPDN/SKPDKBT/SKPDLB yang telah
ditandatangani Kepala Bapenda, membuat Daftar
SKPDKB/SKPDN/SKPDKBT/SKPDLB dan menyerahkan
SKPDKB/SKPDN/SKPDKBT/SKPDLB kepada Wajib Pajak dengan
media BPS;

Langkah 10

Daftar SKPD ditandatangani oleh Kasubbid Penetapan dan Verifikasi
dan diketahui oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
Langkah 11

Menyerahkan copy Daftar SKPD kepada Bidang Penagihan dan
Pengendalian.

. Jangka Waktu Penyelesaian:
Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak Kartu Data diterima di
Fungsi Penetapan dan Verifikasi.
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8. BAGAN ALUR {FLOWCHART)

PENETAPAN PAJAK BERDASARKAN PENGHITUNGAN SENDIRI OLEH
WAJIB PAJAK {SELF ASSESSMENT]
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IV. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

1. Deskripsi:
Prosedur pembayaran pajak menguraikan tata cara pembayaran
pajak terutang oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan OPD
Pemungut Pajak.

2. Dasar Hukum

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Bendahara Penerimaan; dan
b. Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. Official Assesment:
1) SKPD/SKPDT/SKPDN/SKPDKB; dan
2} SSPD.
b. Self Assesment:
1) SPTPD; dan
2) SSPD.

5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. SSPD yang telah divalidasi;
b. Catatan dalam Buku Penerimaan Pembantu dan BKU; dan
c. Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran.

6. Prosedur kerja:
a. Official Assesment:
Langkah 1
Wajib Pajak mengisi SSPD sesuai SKPD;
Langkah 2
SSPD yang sudah benar ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
orang yang menerima kuasa;
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Langkah 3
Wajib Pajak membayar pajak terutang di tempat yang telah
ditunjuk oleh Bupati dengan media SSPD dilampiri SKPD;
Langkah 4
Bendahara  penerimaan melakukan pencocokan rekapan
pembayaran secara manual dengan rekening koran;
Langkah 5
Bendahara Penerimaan melakukan validasi/stempel pada SSPD
selanjutnya SKPD dan SSPD lembar 1 dikembalikan kepada Wajib
Pajak;

b. Self Assesment:
Langkah 1
Wajib Pajak mengisi SPTPD dan membayar di tempat yang telah
ditunjuk oleh Bupati;
Langkah 2
Bendahara  penerimaan melakukan pencocokan rekapan
pembayaran dengan rekening koran dilampiri bukti setor dan
dokumen pendukung.

7. Jangka Waktu Penyelesaian:
Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) jam.
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8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
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V. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
PAJAK

1

. Deskripsi:

Prosedur pengajuan keberatan mehnguraikan tata cara penyelesaian
permohonan keberatan atas penetapan Pajak.

. Dasar Hukum:

a.Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik

b.

f.

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo

di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Daerah;

. Pihak yang Terkait:
a.
b.
c.
d.
e.

Kepala Bapenda,;

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendaliamn;
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
Fungsi Penyuluhan dan keberatan;

Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
Wajib Pajak.

. Formulir/Daftar yang Digunakan:

a. SKPD/SKPDT/SKPDN/SKPDKB

b.
C.

Surat Permohonan Keberatan;
Buku register keberatan; dan

d. Buku register Surat Keputusan Keberatan.

. Dokumen yang Dihasilkan:

a. Laporan Hasil Penelitian;
h. Surat Keputusan Menerima/menolak Keberatan; dan

C.

SKPDKBT.

. Prosedur kerja:

Langkah 1

Wajib Pajak mengajukan keberatan kepada Bupati Karo cq Kepala
Bapenda;
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Langkah 2

Kepala Bapenda memberikan disposisi kepada Kepala Bidang
Penagihan dan Pengendalian untuk menyelesaikan permohonan
keberatan;

Langkah 3

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian menugaskan Fungsi
penyuluhan dan keberatan/Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
untuk meneliti kelengkapan permohonan keberatan;

Langkah 4

Apabila pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan tetapi
masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD
oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak diminta untuk melengkapi
persyaratan;

Langkah 5

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian menugaskan tim untuk
melakukan pemeriksaan lapangan;

Langkah 6

Tim Pemeriksa Lapangan membuat Laporan Hasil Penelitian
disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian;
Langkah 7

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian dapat melakukan
koordinasi dengan bidang Penetapan dan Pengolahan Data yang
hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan
Keberatan Pajak;

Langkah 8

Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan hasil koordinasi, kepala
Bidang Penagihan dan Pengendalian membuat telaah staf kepada
Kepala Bapenda yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian
terhadap keberatan Wajib Pajak;

Langkah 9

Atas dasar telaah staf Kepala Bapenda dapat memerintahkan Kepala
Penagihan dan Pengendalian untuk membuat Surat Keputusan yang
berisi menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya pajak yang terutang:

Langkah 10

Dalam hal menambah besarnya pajak terutang kepala Bapenda
memerintahkan Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data
untuk menerbitkan SKPDKBT;

Langkah 11

Kepala Bapenda memeriksa dan menandatangani Surat Keputusan
menolak atau menerima Keberatan atas nama Bupati Karo; dan
Langkah 12

Fungsi penyuluhan dan Lkeberatan/Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan mengirimkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.

.Jangka waktu Penyelesaian 7 (tujuh) hari sejak permohonan
pengurangan diterima Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi
Pengawasan dan Pemeriksaan.
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8. BAGANALUR (FLOWCHART)
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VI. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

1. Deskripsi:
Prosedur penagihan pajak menguraikan tata cara penagihan Pajak
yang telah jatuh tempo.

2. Dasar Hukum:

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian,
b. Fungsi Penagihan dan Penindakan; dan
c. Wajib Pgjak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan :
a. Daftar Surat Ketetapan,
b. Buku Pembantu Penerimaan;
c. Buku register keberatan,;
d. Daftar Surat Teguran; dan
e. Daftar Surat Paksa.

5. Dokumen yang Dihasilkan :
a. Surat Teguran Pajak Daerah (STPD);
b. Surat Paksa;
c. B.A. Pemberitahuan Surat Paksa; dan
d. Bukti penerimaan surat teguran.

6. Prosedur kerja:
Langkah 1
Fungsi Penagihan dan Penindakan membuat konsep Daftar STPD
dan konsep STPD kepada Wajib Pajak 7 (tujuh) hari setelah batas
waktu jatuh tempo pembayaran, menatausahakan dan mengirimkan
STPD kepada Wajib Pajak dengan media Bukti Penerimaan Surat

(BPS);
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Langkah 2

Fungsi Penagihan dan Penindakan meneliti dan menandatangani
Daftar STPD, serta memberi paraf pada Konsep STPD untuk
diajukan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian;
Langkah 3

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian menelaah dan
menandatangani Daftar Surat Teguran dan memaraf konsep surat
teguran untuk dimintakan tanda tangan Kepala Bapenda;

Langkah 4

Kepala Bapenda Pemungut Pajak menyetujui dan menandatangani
STPD;

Langkah 5

Wajib Pajak menerima surat teguran dengan menandatangani Bukti
Penerimaan Surat.

. Jangka Waktu Penyelesaian:
Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja.




8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
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VII. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

1. Deskripsi: |
Prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi menguraikan
tata cara pelayanan pembetulan. pembatalan, Pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

2. Dasar Hukum:

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Kepala Bapenda;
b. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian;
c. Fungsi Penyuluhan dan Keberatan;
d. Fungsi Penetapan dan Verifikasi; dan
e. Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. Surat Permohonan Pembetulan;
b. SKPD/SKPDT/SKPDN/SKPDKB/SKPDKBT/STPD;
c. Buku Register Surat Permohonan Pembetulan;
d. Buku Register Surat Keputusan Pembetulan;
e. Buku Register Surat Penolakan Pembetulan.

5. Dokumen yang Dihasilkan:
a. Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Penolakan,;
b. Laporan Hasil Penelitian; dan
c. SKPD/SKPDT/SKPDN/SKPDKB/SKPDKBT/STPD.
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6. Prosedur kerja:
Langkah 1
Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan saknsi
administrasi kepada Bupati Karo cq Kepala Bapenda;
Langkah 2
Kepala Bapenda mendisposisi surat permohonan kepada Bidang
Penagihan dan Pengendalian;
Langkah 3
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian dapat menugaskan tim
untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
Langkah 4
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/Fungsi Pengawasan dan
pemeriksaan memroses Surat Penugasan Tim Pemeriksa Lapangan;
Langkah 5
Tim pemeriksa lapangan menyusun laporan hasil penelitian dan
disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian;
Langkah 6
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian menyampaikan laporan
hasil penelitian kepada Kepala Bapenda sebagai bahan pertimbangan
untuk ditolak atau diterimanya permohonan;
Langkah 7
Apabila hasil penelitian terbukii adanya kesalahan tulis. kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah,
Kepala Bapenda memerintahkan Kepala Bidang Penetapan dan
Pengolahan Data untuk melakukan pembetulan Ketetapan Pajak
atau STPD;
Langkah 8
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian menugaskan Fungsi
Penyuluhan dan Keberatan/ Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak;
Langkah 9
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian memeriksa Surat
Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak;
Langkah 10
Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak ditandatangani
Kepala Bapenda;
Langkah 11
Tembusan/copy Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan dan Bidang Penetapan
dan Pengolahan Data;
Langkah 13
Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang sesuai Surat Keputusan
Pembetulan Ketetapan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak
diterbitkan;
Langkah 14
Fungsi Penyuluhan dan Keberatan/ Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan memberi tanda silang dan paraf pada SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT atau STPD yang salah dan dicantumkan kata
"DIBATALKAN"; dan
Langkah 15
SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT atau STPD yang salal:1 dan telah
dicantumkan kata "DIBATALKAN" disimpan sebagai arsip.

7. Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja.
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8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
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VIII. SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

1. Deskripsi:

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah
menguraikan tata cara pelayanan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak.

2. Dasar Hukum:

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,;

g. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

3. Pihak yang Terkait:
a. Kepala Bapenda;
b. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian;
c. Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan;
d. Wajib Pajak.

4. Formulir/Daftar yang Digunakan:
a. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah;
b. SKPDLB; dan
c. SPM.

5. Dokumen yang Dihasilkan:
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak

6. Prosedur kerja:
Langkah 1 ‘
Prosedur penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran Pajak
Daerah ini didahului oleh prosedur pemeriksaan atas permohonan
kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang menghasilkan LHP;
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Langkah 2

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian menugaskan Fungsi

Pengawasan dan Pemeriksaan untuk meneliti berkas permohonan

dan LHP kemudian dilakukan pencetakan produk hukum:

1} Dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, Fungsi
Pengawasan dan Pemeriksaan menugaskan Pelaksana untuk
mencetak SKPDLB. Pelaksana mencetak SKPDLB,
menyampaikan ke Fungsi Penetapan dan Verifikasi;

2) Dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, Fungsi Pengawasan
dan Pemeriksaan berkoordinasi dengan Fungsi Keuangan untuk
melakukan pemindahbukuan. Jika masih terdapat kelebihan
pembayaran maka Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
menugaskan Pelaksana mencetak konsep SKPDLB. Pelaksana
mencetak konsep SKPDLB, menyampaikan ke Fungsi Penetapan
dan Verifikasi; dan

3) Dalam hal tidak terjadi lebih bayar, Fungsi Pengawasan dan
Pemeriksaan menugaskan Pelaksana untuk mencetak konsep
SKPDN dalam hal nihil, atau konsep SKPDKB dalam hal kurang
bayar. Pelaksana  mencetak  konsep SKPDN/SKPDKB
menyampaikan ke Fungsi Penetapan dan Verifikasi.

Langkah 3

Fungsi Pengawasan dan  Pemeriksaan meneliti  konsep

SKPDLB/SKPDN/SKPDKB meneruskan kepada Kepala Penagihan

dan Pengembalian;

Langkah 4

Kepala Bidang Penagihan dan Pengembalian meneliti dan

meneruskan konsep SKPDLB/SKPDN/SKPDKB, Lkepada Kepala

Bapenda;

Langkah 5

Kepala Bapenda meneliti dan  menandatangani konsep

SKPDLB/SKPDN/SKPDKB dan mengembalikan kepada Fungsi

Pengawasan dan Pemeriksaan;

Langkah 6

Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan menerima kembali dokumen

SKPDLB/SKPDN/SKPDKB:

1} Dalam hal diterbitkan SKPDLB maka salinan SKPDLB
disampaikan kepada Wajib Pajak. Asli SKPDLB ajukan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP). Selanjutnya diteruskan ke Fungsi Keuangan,;
dan

2) Dalam hal diterbitkan SKPDN atau SKPDKB maka
SKPDN/SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Proses selanjutnya mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku;

7. Jangka Waktu Penyelesaian: .
Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) bulan sejak

permohonan diterima.




8. BAGAN ALUR (FLOWCHART)
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